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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH
SECARA E-KATALOG TERHADAP KEBERADAAN USAHA KECIL
LOKAL PADA DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT

Hermanto
hermantobagendaali@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertyjuan untuk untuk mengetahui implementasi pengadaan
barang/jasa pemerintah pada Dinas Pertanian Provinsi Suawesi Barat, Untuk
mengetahui dan menganalisis bentuk keterlibatan usaha kecil lokal dalam
pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat,
dan Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi implementasi pengadaan
barang/jasa pemerintah secara e-katalog terhadap beradaan usaha kecil lokal di
Provinsi Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan
metode wawancara, informan dalam penelitian ini PPK, Pejabat Pengadaan,
Penyedia e-Katalog dan Penyedia Non e-Katalog pada Dinas Pertanian Provinsi
Sulawesi Barat sebanyak 13 orang dengan penentuan sampel menggunakan
purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada
informan dan observasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah, ditranskrip dan
dianalisis.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan pengadaan barang/ jasa
pemerintah secara e-katalog pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah
berjalan dengan efektif dan efisien. Implementasi pengadaan barang/ jasa
pemerintah secara e-katalog berdampak pada keberadaan usaha kecil lokal
Keterlibatan mereka boleh dianggap tidak ada karena produk yang mereka
pasarkan tidak tampil dalam portal katalog elektronik. Pengadaan barang/ jasa
pemerintah secara e-katalok hanya memberdayakan usaha-usaha besar karena
mereka mampu melayani pengadaan barang/ jasa secara nasional sebagai
ketentuan yang telah ditetapkan oleh LKPP, sedangkan usaha kecil hanya mampu
melayani permintaan barang/ jasa secara parsial lokal. Jika dibandingkan dengan
pengadaan barang/ jasa pemerintah secara konvensional, maka pengadaan barang/
jasa secara e-katalog lebih efektiv, efisien, transparan, akuntabel, terbuka dan
berdayasaingterutama dari segi serapan anggaran. Rendahnya layanan pengadaan
barang/ jasa yang dilaksanakan secara konvensional kadang tidak memenuhi
harapan masyarakat, proses yang tak efisien dan efektif, transparansi dan
akuntabilitas yang rendah.

Kata Kunci : implementasi, pengadaan barang/ jasa, e-katalog, keberadaan, usaha
kecil, lokal, informan
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IMPLEMENTATION OF PROCUREMENT OF GOVERNMENT
SERVICES / SERVICES E-CATALOG TO THE EXISTENCE OF LOCAL
SMALL BUSINESS IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF WEST
SULAWESI PROVINCE

Hermanto

hermantobagendaali@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

This study aims to find out the implementation of procurement of goods / services
at the Provincial Agriculture Office of West Sulawesi, To know and analyze the
form of involvement of local small businesses in the procurement of goods /
services at the Provincial Agriculture Office of West Sulawesi, and To know and
analyze the implementation implications of procurement / e-catalog government
services to local small businesses in West Sulawesi Province. The type of this
research is quantitative research with interview method, informant in this research
PPK, Procurement Officer, Provider of e-Catalog and Non Prover of e-Catalog at
Agricultural Service of West Sulawesi Province as many as 13 people with
sample determination using purposive sampling. Data collection was done by
interview to informant and observation. The data collected is then processed,
transcribed and analyzed

The results showed that the application of procurement of goods / services
government e-catalog at the Agriculture Office of West Sulawesi Province has
been running effectively and efficiently. Implementation of government
procurement of goods / services by e-catalog has an impact on the existence of
local small businesses. Their involvement may be considered non-existent
because the product they are marketing does not appear in the electronic catalog
portal. Procurement of goods / government services e-katalok only empowers big
businesses because they are able to serve the procurement of goods / services
nationally as a provision set by LKPP, while small businesses are only able to
serve the demand of goods / services partially local. Compared to conventional
procurement of goods / services, the procurement of goods / services in e-catalogs
is more effective, efficient, transparent, accountable, open and energetic,
especially in terms of budget absorption. The lack of conventional procurement
services sometimes does not meet people's expectations, inetficient and effective
processes, low transparency and accountability.

Key word : implementation, procurement of goods / services, e-catalog, presence,
small business, local, informant
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keilmuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu kritik dan saran dibutuhkan
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BABIV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah merupakan salah satu
kegiatan yang turut serta terpengaruh oleh perubahan peradaban dan jaman. Salah
satu perubahan yang terjadi adalah bergesernya pelaksanaan pengadaan barang/
jasa yang dulunya dilaksanakan secara manual menjadi serba elektronik.

Indonesia resmi memperkenalkan pengadaan secara elektronik melalui
peraturan perundang-undangan sejak tahun 2003, yaitu dengan munculnya
Keputusan Presiden (Keppres) No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dan sejak saat itu semakin dipertegas dengan
berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang memperkuat pelaksanaan
pengadaan secara elektronik di Indonesia.

“e-Purchasing adalah proses membuat dan menyetujui pesanan barang/
jasa, menempatkan pesanan pembelian (Purchase Order/ PO), serta menerima
barang/ jasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui internet.

Pelaksanaan e-Purchasing dilakukan berdasarkan katalog elektronik (e-
Camlog) yang telah idipublikasikan sebelumnya. Proses f)engadaan pada e-
Purchasing jauh lebih sederhana dibandingkan dengan e-Tendering atau e-
Auction karena tidak ada lagi proses seleksi dan pemilihan penyédia yang
didasarkan kepada persaingan secara terbuka.

Proses seleksi terhadap penyedia telah dilakukan pada tahap awal. Bisa

menggunakan proses manual atau bisa berdasarkan e-Sourcing yang telah ada.
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Konsentrasi para pihak dalam pelaksanaan e-Purchasing tidak didasarkan
lagi kepada pemilihan penyedia, melainkan focus terhadap pemenuhan kebutuhan
barang/jasa yang telah tertuang dalam katalog.

Saat ini katalog elektronik yang telah disusun oleh LKPP sudah berisi 60
jenis barang/ jasa yang sebelumnya hanya terisi 4 jenis barang/ jasa, yaitu
kendaraan bermotor, Internet Service Provider (ISP), alat dan mesin pertanian
serta obat.

Gambar 4.1. E-Katalog Portal Pengadaan Nasional

Sumber : Portal E-Purchasing LKPP

Setiap Kementerian/ Lembaga/ Daeral/ Institusi yang membutuhkan
barang/ jasa lainnya untuk dapat dimasukkan ke dalam katalog elektronik

sehingga dapat dilaksanakan melalui e-Purchasing dapat mengirimkan daftar
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kebutuhan barang/ jasa kepada LKPP agar diproses. Pengiriman daftar ini tidak
hanya dapat dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ Institusi, namun
juga dapat dilakukan oleh pabrikan atau distributor serta penyedia yang
menginginkan barang/ jasa yang mereka produksi dapat tercantum dalam portal
katalog elektronik.

e-Purchasing yang lebih maju berwujud Web Based Enterprise Resource
Planning (ERP), dimana proses identifikasi kebutuhan sudah dilaksanakan secara
otomatis sehingga proses pengadaan juga sudah dilakukan oleh sistem.
Pemesanan barang/ jasa didasarkan kepada penilaian sistem terhadap posisi stok
barang/ jasa yang terbaru, demikian juga dengan proses pembayaran sudah
dilakukan berdasarkan bukti penerimaan barang/ jasa.

Pelaksanaan proses pengadaan barang/ jasa dilingkungan Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 mulai dilaksanakan pada awal
bulan Januari 2017 sampai dengan akhir bulan Desember 2017, hal ini sudah
menajadi ketentuan dalam pelaksanaan suatu Anggaran Belanja baik yang
bersumber dari Anggaran Pendapétan Belanja Daerah (APBD) maupun
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tahun Anggaran 2017 jumlah
paket pekerjaan pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 358 paket
yang terdiri dari 234 paket mela_lui penyedia dan 124 paket inelalui swakelola
dengan total Belanja sebanya Rp. 113.828.520.000,- Dari total 234 paket yang
dilaksanakan melalui penyedia. tersebut, terdapat 39 paket pekerjaan yang
dilaksanakan secara e-purchasing/ e-katalog dengan total anggaran sebanyak Rp.

40.856.560.000.-
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Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat dalam mengimplementasikan

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Nomor 14 Tahun

2015 tentang E-Purchasing telah melaksanakan pengadaan Barang/ Jasa secara E-

Katalog pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2015 —2017.

Tabel 4.1. Pengadaan Barang/ Jasa Secara E-Katalog pada Dinas Pertanian

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 — 2017

Jumlah Pagu
No. Jumlah Paket Anggaran (Rp.) Tahun Anggaran
1. 39 Paket 32.339.442.000,- 2015
2. 40 Paket 61.617.745.000,- 2016
3. 39 Paket 40.856.560.000,- 2017

Sumber : RUP Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat

1.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa

secara e-katalog yaitu :

a.

Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),

. Perpres No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden

~ Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,

Peraturan Kepaia LKPP No. 17 Tahun 2012 tentang e-Purchasing,

Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2015 tentang e-Pméhasing,

Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan e-
Purchasing,

Surat Edaran No. 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan

Sistem e-Purchasing,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43578 pdf

47

Surat Edaran No. 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Barang/Jasa melalui e-
Purchasing,

Surat Edaran No. 4 Tahun 2016 tentang Pengusulan Barang/Jasa untuk
Katalog Elektronik.

Proses Pengadaan Barang/ Jasa Secara E-Katalog

Tahapan pelaksanaan e-Katalog/ e-Purchasing untuk alat mesin pertanian

adalah :

a.

PPK melihat katalog kendaraaan bermotor untuk menyusun rencana
pelaksanaan pengadaan yang terdiri atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
Spesifikasi Teknis. Tahapan ini dilaksanakan dilur sistem E-Purchasing dan
dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa yang
merupakan bagian dari rencana umum pengadaan.

PPK kemudian menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan kepada
Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia melalui e-
Purchasing.

Pejabat Pengadaan mengakses aplikasi e-Purchasing menggunakan
username dan password yang telah diberikan oleh LPSE dan membuat paket

pengadaan dengan cara mengisi nama paket, kode anggaran, dan memilih

spesifikasi yang dibutuhkan sesuai rencana pelaksanaan pengadaan.

Pemilihan penyedia bararig./.» jasé juga langsung dilakukan pada aplikasi
sesuai spesifikasi yang diminta oleh PPK.

Pejabat Pengadaan kemudian mengirimkan undangan negosiasi kepada
penyedia alat mesin pertanian secara tertulis, batk elektronik maupun non

elektronik. Pengiriman ini dilakukan diluar aplikasi e-Purchasing.
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Tahapan berikutnya adalah melaksanakan negosiasi antara Pejabat
Pengadé.an dengan Penyedia Alat mesin pertanian untuk memperoleh harga
yang lebih baik serta manfaat yang lebih besar. Batasan minimal yang
menjadi acuan pada saat negosiasi adalah spesifikasi teknis dan harga yang
telah tercantum dalam e- katalog.

Setelah negosiasi selesai yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil

Negosiasi, maka Pejabat Pengadaan kemudian mengunduh rancangan

(template) kontrak pada aplikasi e-Purchasing dan menyerahkan kepada PPK

untuk ditandatangani bersama dengan penyedia alat mesin pertanian.

Setelah penandatanganan kontrak selesai dilaksanakan, maka Pejabat
Pengadaan memasukkan data kontrak pada aplikasi e-Purchasing yang
dilanjutkan dengan mencetak surat pesanan dan ditandatangani oleh PPK dan

penyedia alat mesin pertanian.

Gambar 4.2. Contoh Alur Proses E-Katalog (Pengadaan Kendaraan Bermotor)
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Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara e-katalog dilakukan dengan
tahap sebagai berikut :

1. PPK menyampaikan permintaan kepada Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan
dengan mengacu kepada spesifikasi teknis, harga dan penyedia yang ada pada
portal e-katalog untuk melakukan.proses pengadaan,

2. Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi dan membuat berita
acara negosiasi terhadap barang/ jasa yang memerlukan proses negosiasi,

3. Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan mengirimkan permintaan pembelian barang/
jasa kepada penyedia yang ada di portal e-katalog,

4. Penyedia memberikan persetujuan/ menanggapi pembelian/ pesanan barang/
jasa,

5. PPK dan Penyedia menandatangani perjanjian pembelian barang/ jasa.

B. Hasil

Sumber informasi yang kami peroleh dalam penelitian ini adalah
pengguna (user) sistem pegadaan secara elektronik yang terdiri atas Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) pada Lingkup Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi
Barat, penyedia e-katalog, penyedia non e-katalog, dan ‘Pejabat Pengadaan
Lingkup Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. PPK bertindak sebagai
penﬁbeli barang/ jasa sekaligus ». sebagai pengguna _5arang/ jasa dan
bertanggungjawab atas pelaksanéan pengadaan barang/ jasa. sedangkan Pejabat
Pengadaan sebagai pemesan yang melakukan proses pengadaan barang/ jasa
secara e-purchasing dan melakukan negosiasi harga dengan penyedia. Penyedia e-

katalog merupakan badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan

barang/ jasa pada portal e-katalog sedangkan penyedia non e-katalog merupakan
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produsen/ pengusaha yang memiliki barang/ jasa tetapi tidak tampil pada portal e-
katalog sehinga tidak dapat‘dilakukan pemesanan secara elektronik.

Pada BAB III Metode Pelaksanaan telah dijelaskan bahwa informan
penelitian yang terdiri dari PPK, Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan, Penyedia E-
Katalog dan Penyedia Non E-Katalog kemudian dipilih secara purposive
sampling, maka diperoleh informan masing-masing PPK sebanyak 3 orang,
Pejabat Pengadaan 1 orang, Penyedia E-Katalog 5 orang dan Penyedia Non E-
Katalog sebanyak 4 orang. |

Setelah dilakukan wawancara terhadap sumber informan yang telah
ditetapkan, diperoleh beberapa hal dalam penerapan atau implemehtasi pengadaan
barang secara e-katalog terhadap keberadaan usaha kecil lokal pada Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi | Barat yang ditinjau dari pendekatan yang
diteoremakan oleh Edward III sebagai berikut :

1. Variabel Sumberdaya
Faktor sumber daya (resources), yakni sumber-sumber dalam implementasi
kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak
akan efektif bila mana sumber-sumber yang dibutuhkan tidak memadai atau
rele\}an. Sumber-sumber daya yang dimaksud adalah (a) staf yang relatif
cukup . jumlahnya dan mempunyai keahlian dan ketrafnpilan untuk
'. meiaksanakan kebijaksanaan; (B) informasi yangv memad'ai atau relevan
* untuk keperluan implementasi; (c) adanya dukungan dari lingkungan untuk
mensukseskan implementasi kebijakan; (d) adanya wewenang yang dimiliki
oleh implementor untuk melaksanakz}n program kebijakan publik. Pelaksana

Keberhasilan implementasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
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Pemerintah melalui proses e-katalog berdasarkan Peraturan Presiden No. 54
tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah pada Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat, ditentukan pula oleh ada tidaknyé staf yang handal,
informasi yang jelas dan tepat, wewenang yang diberikan kepada
implementor serta fasilitas dalam mendukung program tersebut. Sudah tentu
staf yang terlibat harus professional dalam pengadaan barang/ jasa
Pemerintah melalui proses penunjukan langsung berdasarkan Peraturan
Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barangt/ jasa pemerintah pada
Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat hal ini tidak terlepas dari sumber
daya manusia.

Sumberdaya manusia menyangkut .kompetensi pelaksana pengelolaan
pengadaan barang/ jasa pemerintah, sejauh mana para pelaku tersebut
memahami pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalog.
Walaupun dianggap mudah, tetapi para pelaku tersebut tetap dibutuhkan
kompetensi dalam pelaksanaannya karena diperhadapkan pada sistem aplikasi
dan hegosiasi harga dengan penyedia. PPK dan Pejabat Pengadaan dituntut
memiliki sertifikasi pengadaan barang/ jasa sebagai atribut keabsahan yang

memiliki kompetensi melaksanakan proses pengadaan barang/ jasa

'. pemerintah. Untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam pengadaan

| 'barang/jasa pegéwai yang bertugas dalam menéngani pelaksanaan pengadaan

barang /jasa Pemerintah perlu memiliki sertifikasi pengadaan barang/ jasa,
hal ini sudah menjadi ketentuan didalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010.
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Sumberdaya informasi. Jasa informasi adalah suatu area fungsional utama,
struktur organisasi mencerminkan bahwa jasa informasi sama pentingnya
dengan area bisnis utama lainnya seperti keuangan dan pemasaran. Dalam
pengadaan barang dan jasa pemerintah, tidak terlepas dari sumber daya
informasi terutama mengenai informasi haraga barang dan jasa yang akan
dijadikan acuan dalam menentukan harga pada saat penawaran ataupun
negosiasi harga dengan pihak penyedia barang dan jasa. Disamping itu
informasi juga dibutuhkan dalam perbandingan harga antara satu penyedia
dengan penyedia yang lain, hal ini untuk menentukan harga yang termurah
dengan kualitas barang yang baik, disinilah sumber daya informasi yang
sangat berperan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Disamping
itu untuk mengetahui harga pasar diperlukan informasi yang kuat dan akurat,
karena informasi harga barang/ jasa dipasaran selalu berubah hal ini harus
diperkuat dengan data sebagai bagian dari informasi.

Sumberdaya informasi terkait dengan pengadaan barang/ jasa secara e-

“katalog berupa daftar harga, spesifikasi teknis dan ketersediaan barang yang

ditawarkan oleh penyedia dalam portal katalok elektronik. PPK sebagai
pemesan dan Pejabat Pengadaan sebagai pembeli, wajib menjadikan daftar

harga barang yang tampil pada portal e—kafalog sebagai acuan sebelum

. melakukan pemesanan barang.

Penerapan pengadaan barang/ jasa secara e-katalog tidak akan maksimal
apabila sosialisasi informasi pemahaman tentang pengadaan barang/ jasa itu
sendiri kurang dipahami oleh seluruh stakeholder yang terkait. Dalam

wawancara yang penulis lakukan kepada informan yang berasal dani PPK,
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Pejabat Pengadaan, Penyedia E-Katalog maupun Penyedia Non E-Katalog

telah memahami pengertian dari pengadaan barang/ jasa secara e-katalog.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Masnawi (PPK) yang mengatakan :
“E-katalog merupakan bagian dari e-prucerment dalam sistem
pengadaan barang secara elektronik dimana proses pengadaan hanya
sebatas pengadaan barang saja. E-katalog sederhananya adalah
pemerintah dalam hal ini instansi pemerintah yang membutuhkan
barang untuk keperiuan pelaksanaan tugas dan fungsi itu melakukan
pembelian  langsung kepada penyedia barang yang sudah »
mengikutsertakan produk-produk dalam katalok on line yang
disediakan oleh LPSE. Pembelian melalui aplikasi itu lebih sederhana
dan barang yang dilawarkan juga lebih kompelilif, baik barang
maupun spesifikasi”.

Sumberdaya Finansial, merupakan sumberdaya yang paling utama dalam

keberhasilan penerapan kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Penyedia e-katalog-harus memiliki kemampuan sumberdaya finansial yang
kompetitif dan berdaya saing. Penyedia yang menawarkan produknya dalam
portal e-katalog harus memiliki harga satuan yang lebih murah dibandingkan
- dengan harga pasar diluar dari e-katalog dan ditetapkan sebagai harga
pemerintah oleh LKPP dalam kontrak payung dengan penyedia. Dalam
menetukan harga jual dalam sistem e-katalog, penyedia telah

memperhitungkan keseluruhan harga satuan dengan ongkos kirim dan biaya

jasa perakitan dan pengujian untuk alat mesin.
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Wawancara yang penulis lakukan kepada informan, diperoleh informasi
bahwa harga produkyang ditawarkan oleh penyedia secara e-katalog cukup
bersaing, seperti yang dikemukakan oleh PT. Adi Setia Utama Jaya (Penyedia
E-Katalog) bahwa :

“Mekanisme negosiasi dari LKPP dan pokja terkait cukup membuat

harga ditekan hingga di bawah harga pasar dan dari sisi pengguna

anggaran, tentu ada penghematan dalam belanja anggaran”
Lebih lanjut, Bengkel/ Usaha Matakali mengatakan :

| “Sesungguhnya, harga barang yang ditawarkan dalam e-katalog

memang sangat bersaing karena harga barang/ produk yang

ditawarkan dari masing-masing perusahaan berbeda-beda tergantung

dari spesifikasi barang”.
Dan dipertegas lagi dengan pernyataan dari Ansar Abduh (Pejabat
Pengadaan) :

“Harga di e-katalog lebih bersaing dibawah harga pasar”
Variabel Komunikasi
Faktor komunikasi (communications), dimana komunikasi merupakan salah
satu variabel yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan atau
prografn. AKomunika»si merupakan sarana ﬁntuk.menyebarluaskan informasi,
baik dari atas ke Béwah maupun daﬁ baWah ke atas. Untuk menghindari
terjadinya dfstorsi infofmasi yang disampaikan atasan kepada bawahan, perlu
adanya ketepatan waktu penyampaian informasi, isi informasi yang
disampaikan harus jelas dan memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam

penyampaian pesan. Keberhasilan implementasi pelaksanaan pengadaan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43578 pdf

55

barang dan jasa Pemerintah melalui proses e-katalog berdasarkan Peraturan
Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah pada
Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, sekurang-kurangnya akan
dipengaruhi oleh pendistribusian pesan-pesan kepada seluruh masyarakat
(sosialisasi) yang juga disertai dengan informasi yang jelas dan mudah
dipahami oleh masyarakat, serta informasi yang disampaikan senantiasa harus
konsisten atau sama dari waktu ke waktu atau diantara para implementor.
Vaniabel Disposisi

Faktor disposisi atau sikap, dalam hal ini yang terpenting adalah sikap
mendukung dari para implementor terhadap implementasi kebijakan. Artinya
para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka
melaksanakan kebijakan, justru sangat tergantung sejauh mana wewenang
yang ada padanya. Sikap implementor melibatkan tiga faktor yang saling
terkait, yaitu : efek sikap, staf birokrasi, dan insentif. Pada dasamya, sikap
seorang implementor kebijakan atau program sangat dipengaruhi oleh
pandangannya mengenai esensi suatu kebijakan dan _pengaruh kebijakan

terhadap organisasi dan kepentingan anggota—anggotanya. Sehubungan

“dengan itu, suatu kebijakan dirumuskan hendaknya dimanipulasi sedemikian
" rupa sehingga sesuai dengan lingkungan kerja implementor dan sekaligus

sejauh mungkin meredusir keleluasaannya untuk tidak inenyimpang dan

peraturan yang ada dan target atau keluaran kebijakan yang ingin dicapai.
Variabel Struktur Birokasi
Faktor struktur birokrasi, bahwa pada dasamya suatu kebijaksanaan,

seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses
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implementasinya, sehingga diperlukan adanya koordinasi yang efektif
diantara lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang terlibat. Struktur
birokrasi yang demikian sangat memerlukan koordinasi, tanpa adanya
koordinasi yang efektif, tidak mungkin implementasi suatu kebijakan atau
program akan berhasil dengan baik. Ketergantungan terhadap struktur
birokrasi yang ada juga memungkinkan terjadinya kendala atau bahkan
kegagalan implementasi suatu kebijakan.
Dari wawancara yang penulis lakukan, penyedia non e-katalog menganggap
bahwa implementasi pengadaan barang/ jasa secara e-katalog dianggap sudah
cukup berhasil karena harga barang/ jasa dapat diminimalisir sehingga
diperoleh harga pemerintah sebagai harga jual penyedia e-katalog. Akan
tetpai dalam pelaksanaannya, pengadaan dengan sistem e-katalog hanya
lembih memberdayakan perusahaan besar sedangkan usaha-usaha kecil yang
berada didaerah tidak diberdayakan. Bengkel/ Usaha Matakali (Penyedia Non
E-Katalog) sangat berharap agar usaha-usaha kecil tesebut dapat
diberdayakan pula yang sifatnya lokal.
“Dampak pelaksanaan e-katalog sangat terasa bagi usaha-usaha kecil,
khusu.s;nya. yang ada di daerah-daerah. Produk atau barang yang
' diproduksi _.sebelum penerapan e-katalog masih laku terjual dan
peme;s'anan bdrang kontinyu dari dinas Provinsi maupun dinas
Kabupaten. Tetapi selama adanya kebijakan e-katalog, sudah tidak
adalagi pemesanan barang dan tenaga kerja kami mau tidak mau harus

mencari lahan pekerjaan lain”
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“Yang menjadi kendala bagi kami dan ini juga sebagai masukan dalam
menerapkan pengadaan barang secara e-katalog adalah belum
berpihaknya pemerintah kepada usaha-usaha kecil terutama yang ada
di daerah-daerah dalam memasarkan dan mengembangkan produk
hasil usahanya. Yang sangat kami rasakan juga segi permodalan”

CV. Adi Setia Utama Jaya (Penyedia E-Katalog) menjelaskan kendala

sehingga usaha kecil belum dap'cit diberdayakan :
“Untuk pengusaha kecil, mungkin belum bisa mengikuti e-katalog,
karena syarat administrasi yang ditetapkan LKPP ‘seperti contohnya
Surat ljin Industri, Sertifikat Merk, dan lain-lain memerlukan waktu
dan biaya untuk mengurusnya sehingga mungkin pengusaha kecil akan
merasakan kesulitan dalam hal tersub”

CV. Bali Cemerlang Indoguna (Penyedia Non E-Katalog) menjelaskan dari

sisi permodalan :
“Penerapan e-katalog untuk barang yang ditawarkan oleh produsen
kecil sulit diterapkan karena kurangnya médal untuk memproduksi
barang dalam jumlah besar dengan harga bersaing. Pelaksanaan e-
procurement ter;zadap usaha kecil (peserta tender) lebih
menguntungkan karena membeli barang yang diadakaﬁ yang bersaing
harganya” -

Sehingga menurut pendapat Masnawi (PPK), bahwa :
“Persaingan itu hal yang lumrah. Namun yang mungkin kita dapat
simpulkan dari adanya e-katalog terhadap keberlangsungan usaha

kecil adalah instansi terkait semestinya memfasilitasi usaha kecil ini
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untuk mendafiarkan barang-barang produk mereka dalam e-katalog,
pun demikian terhadap LKPP seharusnya memfasilitasi pengusaha
kecil untuk dapat mendafiarkan produk mereka dalam e-katalog agar
kesan bahwa e-katalog ini tidak berpihak kepada pengusaha kecil
dapat dihindari”
LKPP sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan
merumuskan kebijakan pengadaan barang/ jasé secara nasional sepatutnya
dibarapkan agar segera melakukan koordinasi dan komunikasi dengan
struktur birokrasi di daerah untuk menjembatani atau memfasilitasi agar
usaha-usaha kecil loakl dapat berperan aktiv dalam sistem pengadaan barang/

jasa pemerintah secara e-katalog.

C. Pembahasan

Menurut Peraturan Pfesiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pengadaan barang dan jasa
merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian/
Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya- selqruh kegiatan
untuk memperoleh barang/ jasa. Sedangkan menurut Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 'tentwﬁg Perubuhan Keeﬁ!pat Ata.s Peraturan
Presiden No.. 54 Tahun 201.0 -Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,
Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan
Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/

Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang prosesnya dimulai dari
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perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk

memperoleh Barang/Jasa.

Maria Avilla dalam jurnalnya (2014:14) mengatakan penerapan E-
Procurement berakibat pada terjadinya sejumlah pengurangan, mulai dari harga
pembelian barang, waktu proses pembelian, penagihan, dan pembayaran, hingga
pengurangan biaya administrasi maupun waktu dar proses pengadaan barang.
Selain itu, melalui E-Procurement, proses pelaksanaan pengadaan barang/ jasa
menjadi lebih transparan, terbuka, dan menciptakan persaingan yang sehat dengan
berkurangnya tatap muka antara panitia pengadaan dengan pihak calon penyedia
barang dan jasa, serta meminimalisasi terjadinya penyimpangan maupun
persekongkolan tender yang sering terjadi.

1.  Prinsip E-Procurement

Penerapan E-Procurement sebagai sistem pengadaan barang dan jasa memiliki

beberapa prinsip. sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54

tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, prinsip-prinsip tersebut

adalah :

a. Eﬁsieﬂ, berarti pengadaan barang/ jasa harus diusahakan dengan
menggunakan_dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan
sasaran dalam waktu yang ditetapkan. ataq menggunakan dana yang telah
'ditetapkan untuk :rr.lehcapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang
maksimum.

b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan
sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar

besarnya.
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Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan
barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia
barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia
barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang jelas.

Bersaing, berarti pengadaan barang/ jasa harus dilakukan melalui persaingan
yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/ jasa yang setara dan
memenuhi persyaratan, seﬁingga dapat diperoleh barang/ jasa yang
ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu
terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/ jasa. Adil/ tidak
diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon
penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada
pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait
dengan pengadaan barang/ jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Tujuan E-Procurement

Menurut- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

" Barang/ Jasa Pemerintah, pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik

bertujuan untuk :

a. Perwujudan Good Governance yang menjadi tugas pemerintahan,
b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,

¢. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat,

d. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan,
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Mendukung proses monitoring dan audit,

f.  Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Sedangkan tujuan dari e-procurement yang dijelaskan Siahaya (2012:80)

sebagai berikut:

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,
Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha,
Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan,
Mendukung proses monitoring dan audit,
Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.

Secara umum, tujuannya adalah menjamin integritas, kepercayaan

masyarakat, dan transparansi dalam prosedur pengadaan barang/jasa umum. Jadi

E-Procurement dapat dipergunakan sebagai alat kontrol dalam suatu proses

pengadaan barang dan jasa.

3. Manfaat dan Kelebihan Penggunaan E-Procurement

Manfaat lain penggunaan E-Procurement :

a.

b.

c.

f

Menyederhanakan proses procurement,
Mempererat hubungan dengan pihak supplier,

Mengurangi biaya transaksi karena mengurangi penggunaan telepon atau fax

| atau dokumen - dokumen yang menggunakan kertas,

" Mengurangi waktu pemesanan barang,

Menyediakan laporan untuk evaluasi,

Meningkatkan kepuasan user.

(sumber : Paparan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Media Elektronik,

Kementerian Pekerjaan Umum, 2011)
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Menurut Handoko dalam Nightisabha (2009:133) Manfaat adanya E-
Procurement bukan hanya untuk instansi maupun pengembang sistem itu sendiri
melainkan juga bagi para penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum yang
hendak mengetahui proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah yang
dapat diakses secara terbuka. Déngan E-Procurement, instansi penyelenggara
pengadaan mendapatkan harga penawaran yang lebih banyak dan proses
administrasi lebih sederhana, sedangkan bagi para penyedia barang dan jasa dapat
memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang sechat, membuka
kesempatan pelaku usaha secara terbuka bagi siapapun dan mengurangi biaya

administrasi.
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BABYV.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Hasil dan pembahasan terkait dengan implementasi pengadaan barang/
jasa pemerintah secara e-katalog terhadap keberadaan usaha kecﬂ lokal pada

Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat penulis berkesimpulandan menjawab

pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut :

1. Penerapan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalog pada Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan dengan efektif dan efisien.
Faktor komunikasi dalam implementasi pengadaan barang/ jasa secara e-
katalog sudah berjalan dengan baik. PPK dapat langsung melakukan
pemesanan barang yang dibutuhkan melalui informasi penyedia barang/ jasa
yang terdapat pada portal e-katalog oleh LKPP. Sumberdaya yang dimiliki
oleh Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat telah memiliki kompetensi
dalam melaksanakan pengadaan barang/ jasa secara e-katalog dengan
dibuktikan dengan sertifikat pengadaan barang/ jasa. Begitupula pada faktor
disposisi dan struktur birokrasi sudah cukup efektif dan eﬁsien. Pengadaan
barang/ jasa pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat _dilaksanakan

- sudah berdasarkan pada kebutuhan sehingga dalam peﬁyediaannya dapat
terealisasi sesuai waktunya.

2. Implementasi pengadaan barang/ jasa-pemerintah secara e-katalog berdampak
pada keberadaan usaha kecil lokal. Keterlibatan mereka boleh dianggap tidak

ada karena produk yang mereka pasarkan tidak dapat ditawarkan dalam portal
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katalog elektronik. Sebelum peraturan pengadaan barang/ jasa secara e-
katalog diterapkan, usaha kecil lokal di Provinsi Sulawesi Barat masih
mampu memasarkan produknya ke Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat
maupun instansi pemerintah lainnya. Tetapi beberapa tahun belakangan
setelah diterapkannya sistem pangadaan barang/ jasa secara e-katalog, usaha
kecil lokal tersebut tidak diperbolehkan lagi memasarkan produksi ke instansi
pemerintah. Hal ini berdampak pada pendapatan dan eksistensi usaha kecil ”
lokal tersebut.

Pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalog hanya memberdayakan
usaha-usaha besar karena mereka mampu melayani pengadaan barang/ jasa
secara nasional sebagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh LKPP,
sedangkan usaha kecil hanya mampu melayani permintaan barang/ jasa secara
parsial lokal.

Jika dibandingkan dengan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara
konvensional, maka pengadaan barang/ jasa secara e-katalog lebih efc;ktiv,
efisien, transparan, akuntabel, terbuka dan berdayasaing terutama dari ‘segi
serapan anggaran. Rendahnya layanan pengadaan barang/ jasa yang
dilaksanakan secaré konvensional - kadahg tidak memenuhi harapan

masyarakat, proses yang tak efisien dan efektif, transparansi dan akuntabilitas

yang rendah. Sebelum pengadaan barang/ jasa Secara e-katalog diterapkan,

kebutuhan Dinas Pertanain Provinsi Sulawesi Barat dalam pemenuhan
kebutuhan Alat Mesin Pertanian dan kebutuhan operasioanl lainnya dalam

waktu yang cepat.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis memberikan masukan sebagai

berikut :

1. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalig harus

lebih memberdayakan usaha kecil menengah khususnya yang ada di daerah
untuk lebih menggiatkan roda perekonomian secara nasional.

Disposisi  birokrasi dan struktur birokrasi sebagai variabel yang
mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edward III harus menajdi
focus utama dalam penerapan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-
katalog. Pemerintah harus lebih mendorong penerapan katalogisasi lokal
sehingga usaha-usaha yang ada didaecrah mampu menawarkan produknya
untuk dipasarkan lokal. Dan tidak kalah pentingnya adalah akses permodalan.
Instansi pemerintah terkait semestinya memfasilitasi usaha-usaha kecil lokal
untuk mendaftarkan produk-produk mereka kedalam portal e-katalog. LKPP
sebaiknya harus lebih intens melakukan sosialisasi tatacara dan prosedur
pengajuan penayangan produk-produk dan usaha kecil kedalam portal e-

katalog agar kesan bahwa e-katalog ini tidak berpihak kepada pengusaha

- -kecil. LKPP dapat pula mengupayakan dan mendorong adanya bentuk

kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan katalog lokal.
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Lampiran 4. Daftar Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas
Pertanian Tahun Anggaran 2017

Keglatan Nama Paket Sumbe Lokasi Kelerangan Pemilihan

R TKDN: Tidak
o i Dekoraszi Stand i
Adopsi Teknglog! ) o Penpadaan
1 |pertarian Pmngrgg F:ENAS § Paket APBD Provinsi NAD Dekorasi Stand Langsung £6.000.000)
(T Pametan

3 Wpe}m;i;;fk“"'“g‘ Mob\lisasl Perena7 Provinsi NAD 48.000.000

PENAS KN Langsung:

Tiansport Dami Son .
Adopsi Teknolo g‘é’}:ﬁ”‘%ﬁ?{ﬁ ‘ Provissi Sul TRON: Tidak
k dopsi Teknologi S 7 ravinsi Sutawest Pengadaan
o Pengnian {Mamuiu-Makassar ! Paket APBD Barat Transpost Darat Langsung '42‘500'000
dan Bandara Aceh- dan Konsumsi

Lokasi PP)

8 TKDN: Tdak
Pembangunan Sarana P .
. {Pengolahan dan N Provinsi Sulawesi Pengadaan
T Bangunan UPH - 1 Unit APBNP 150.000.66¢
Pemasaran Hasi 2 " Barat Bangunan Sarana jLangsung
Perkebunan Kelapa Kab. Mamuju | L - ! UPH, Kelapa .

. Pembangun?:noarana I COE i Sutasi | TKDN: Tidak- " "
Srin | 5 Provinsi-Suldwes T ! .
Luat  JAPBNP C Mgamy _.|Bangiuinan-Sarana - L:mgtung
: S N ; o .+ JUPH Kelapsi:+ - .-
guh;gg;‘n gg;ngbémgu%r;i Sarana rovinsi St _ [TKDN: Tidak Pénaada
Gl ari dan unan rovinsi Sulawest engadaan P
o Pemasaran Hasil Kelapa Kab. Polewati |! Unit APBNP Baral Bangunan Sarana {Langsung 150.000.000
Per i UPH Kéla@ .
- N N IPath
.| Peskebtinan - I iy B - Rl
TKDN: Tidak
Dukungan P De . )
Pengolzhan dan engadaan Design " " IPangadaan Design | Pengadaan .
11 Pemasasan Hasit ggg Per;g;moklt;(har: 1 Paket APBNP Gapcktan Unit Pengoiohan  {Langsung 30.000.060
Perkebunan pa op Kelapa dag léopl

Dukungan

Pengolahan dan i ot e |Provinsi Sulawési™ Pengadaan 1
13 Pemasasan Hasi dan Mesit Tt Paxet APBNP Barat pera';:{g:n%%?ahm | argsung 121.200.000
Perkebunan KMES_ ?

?engolahankelupa' . "Pﬂ"@ APB,N‘_F‘. " {Gapoktan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Dukungan Perbenihan
Tanaman Perkebunan

Pengadaan Bak
Persemaian. Pagar,
Tiang Bambu

1 Paket

APBNP

Pengadaan Bak
Persenaian,
Pagar, Tiang
Bambu untuk
meadukung
{kegiatan

rbenman ka\tao

Kabugaten
Polewali Mandar

Pengad;
Benh Tanaman-
Kakao'

43578 pdf
73

Pengadaan

{angsuryg 126.540.000)

i
calon benih:
Tanaman Kagao

17

Dukungan Perbenihan
Tanaman Perkebunan

Pengadaan Sarana
Pemeliharaan Kebi
tnduk dan Kebuu

Dukungan Perbenihan
Tanaman Perkebunan

Pengadaan Sarana
Persemadan dan
Pembenitan #

TKDN: Ticfak

1 Paket

APBNP

Pengadaan Sarana Pengadam

Langesy 169.519.000

Kabupaien Pengadaan Alat
Polewali Mandar  {Pertanian Kegil,
Paranet, Polibag

.{dan Papan Rama_

Pengadaan

L angsung 199.319.000)

ey et i s

Dukungan Perbenihan

Pengadaan Sarana

"ITKDN: Tidak

Dukungan Perbenshzm 18

: p Kabupaien Pengadaan
21 [Fanaman Perkebunan S;ﬁge'“‘f}{fa"nﬁ“ 1 unt APBNP | potewali Mandar Pe{x?;a:mn Pompal) argeung 25.000.000
instalasinya
TK i

23

Dukuyngan
Pertindungan
Perkebunan

Pe«ngadaan Alanv!esm
PemomngDRumpm

Kegizian Dukungan
Pedindurgan
Perkebunan

4 Unit

APBN

TKDN Tidak

Provinst Sulawest
Pengadaan
Basat AlatMesin

25

Pemmbangunan
Gedung Kantor

Pembsingunan Ruang
Makar UPTD-Bilai
gengembangm SDM

|Pemotona Rumput

8.000.000

Pengawasan

Penuniukan

Langsang 16.500.000,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

'2 : Pembangunan . ;
€ 'Gedung K:smo! o Konsultan. -
I Gudann Kantor LiPengawasan
Konsuitan
Pengawasan TKDN: Tidak ]
- |Pembangunan Pembangunar Guest Kec. Kakikku Kab. Penuniukan =
27 Gedung Kaniocr House UPTD Balar 1 Paket . |APBD Mamuju Konsuitan Langsung 10.500.000
Pengembangan SDM Pengawasan
Pedanian . — e -
Wonsiltani - : SR T £
B R Perigawasai | - S ‘K i TKDNE ldak_
Pembasgunan Pembangunanoaran:\ v A apRfy o P Res: Ka!u u Kab, E
28 . Gedung Kantor Alr Bérsih UPTD Balai ! B"’KE‘ : N.’_BD_ »“Mamu;u . s Konsuhan .
. Pergembangan SDM . Peng'swasan
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. e e :
Permbangunan tPaket |APBD  |Kantot Dinas . Penunjukan 5.000.000
Gudang Kantor

Pembangunan Konsuftan Perencana
Gedung Kantor

29

|Konsuitan
pemb Eelegacanaan Aul b TKDN: Tidak
embangunan embangunan Aula Kec. Kalukku Kab. Penunjukan
31 Gedung Kanfor UPTD Balal 1 Paket APBD Mamuju Konsultan Langsung 32.000.000)
ggrrigembangan SDM Perencanaan
nlan

Pembangunan |Pembangunan
Gedung Kantor N[’B'efsi{.ta\épm Bl

P TKDN: Tidak

Pembangunan embangunan o Pengadaan noR

35 Gedung Kantor Gudang Kantor 1 Pake? APBD Karntor Dinas Pembangunan Langsung 125.000.000
Gudang Kanlor

Pembamunan Ruar-g TKDN: Tdak
Pembangunan Makan UPTD Balal
Gedung Kantor Pengembangar 50M

Kec. Kalukky Kab.

37 Mamui Pembangunan { efang Umum £80.000.000
¥ n

1 Paxet APBD

Pé!}ibangunan i
G Mot

lapBo.

TKDN: Tldak

Penanganan
3 Pengadaan Peraiatan
Pascapanen dan Pengadaan
39 [Pengolahan Hasit  |danFPengolahan 1y paker  |APBD  |Kab. Majene Peralatondan |} crgadaan 145.000.000
produksi Tanaman  |EOMORT nng . {Pengolahan fngsurg
Hortikuitura um apar Komoditi Bawangy

KT Buml Ha:g

TKDN: Tidak

Pengadaan Pengadaan
41 |Kendaraan Kerdaraan Dinas 4 Uit APBD Kantor Dinas Kendara e-Purchasing 76.000.000]
Dinas’Operasional Roda 2 Matic. . = . . 452

ev:gadaanKurs: G e P A - . |pepgadaan
usToBRSDMP | |1 , L Mam AR o 116.850.000

: &
Pengadaan Peratatan {Pengadaan AC UPTD 3 - Pengadaan P
Gedung Kanlor RESDMP 1 Paket APBD UPTD BPSOMP Langsung 170.776.2061

vgadas Knmp.;‘er T

Pengadaai Peralatan | 7oT090%00 1§ Pk’ |APBD.. . |UBTD BPSDMP: ' A
*0 Gedu Kanmr . r|Laplop sinier 1 Pake TBLu L UE D BESURE- Lap‘on Kompm :
i ek .- [UPTD BPSDMP: S REE Sy B
TKDM: Tldak
4= Pengadaan Peratatan P
- (Pengadaan Peralatan < - " engadaan
47 Gedung Kaniot Vgr}rlgr Dinas dan t Paket APBD Kantor Dinas TV dan Perealatan L:mgsung 45,000.000
) JMushallah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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75

149

; . TKDN: Tidak
Pengadaan Peralatan {Péengadan Genset it Kec. Kalukku Kab. . i E
Gidung Kantor UPTD Balipsomp [P UM [APBD  lyomai Gensei e-Puchasing 307.850.000
- . renset

G

Pengadaan Sarana
dan Prasaranan
Teknologi
{P_eﬂanian*Perkebunan

Pergadaan Hand

Trakios 6 Unit

APBD Provinsi Sufawest-

TKDN: Tidak

Hantraktor

e-Purchasing

Pen‘g_adaan pakaian
dinas beserta
perengkapannya

Pengadaan
Dinas Harlan

55

Pengetolaan
Manajemen Data
Statistk (Databass)
Peitanian

Jasa pambuatan
Aptkasi Datobase

APBD Kantor Dinas

TKDN: Tidak
Apiikasi Database

Pengadaan
Langsung

BiZLLHIL e S
Pengelol; Produkisi [Bant: Benih Padi Provinsi Sul. i TKDN: Tidak P kan
engeiolaan Produl antuan Benih Pa - rovinsi Sulawesi T enunju
57 {Tanaman Sereafia Inbrida Kab, Mamasa |57 200 KG {APEN Barat Bantuan Benth Langsung 405.000.000
- ek - Pad] Inbri
- | 205.000:000
Pati 3 R
. ) TKDN: Tidak .
y tal . |Bantuan Benih Padi irvei ; 5
Pen 1 Produksi -+ . Provinsi Sulawesi . Penuniukan
59 |tanarman Sereafia Inbrida Kab. Maroujp  130.000Kg JAPBN Barar Bantuan Benin Langsung 324.000.000

Tengah

61

Pengelolaan Produksi
Tanaman Serealia

Bantuan Benih Padi
lnbrida Kab. Polewali

75.000 KG

Provinsi Sulawesi

APBN arat

+{Padidnbrda .

324160000

TKDN: Tidak
Santuan Benih

Penuniukan
Langsung

810.000.000

Pengefolaan Proguksi,
Tanaman Serealia

Benih Budidayd
Jagung Hibrida Kb,
Majene 2

Padi Inbrida
idak

~{Pengadaan
‘|Langsung

200.000.009]

1150.000.000

Pengelolaan Progduksi
Tanaman Sereatia

Benih Budidaya
agung Hzibrida Kab.

J 2.000 Kg
Mamasa

Provinsi Sulmwesi
APBN Barat

Benih Budidaya

Pengadaan
Langsung

100.000.000)

Jagung Hibrda
TKDN:Tidak

Jagung Hibrida ]

1 450.000,000

Pengelolean Produksi
Tanaman Sereafia

Benin Budidaya

Jagung Hibrida Kab.  [2.000 Kg

Mamwju 2 °

rovinsi Sulawest
Barat-

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TKDN: Tidak
Benih Budidaya

- Wagung bibida

Pengadaan
Langsung

160.000.000)
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: Bemh sucwaya,

Jagung Hibrda

|Pengeiotaan Produksi. |Berin Buddaya
69 Jagung Hibrida Kab, {2000 Kg
Tanaman Serealia | Mamuj o Tengah 2

APBN

Barat

TKDN: Tidak
Benih Budidaya

Pengadaan

160.000.000)

Jagyng Hibdda
<DN: Tidak -

it Budidaya:

Benih Budidaya
Pengelolaan Progukst |
71 Ser Jagung Hibrida Kab.  [2.000 K
Tanaman Sereaia [ torl oA v

APBN

Barat-

TKDN: Tidak
Benih Budidaya

Pengelolaan Produksi | S

73 IYanaman Sereaia

. Jagu_ng H’bnda

Langsung

Pengadaan

100.600.000]

Penunjukan
- |Langsung

1.000,000.000

‘|Benin Budidaya -
Jagunig Hibida |

Pengeiclaan Produksi Benih Budidaya
75 o . \Jagung Hibrida Kib.  14.000 Kg
Tanaman Serealid  {pjewall Mandar 2

AFBN

Barat

Jagur._g rﬂbnca

TKDN: Tidak
Benth Budidaya

Langsung

Pengadaan

200.000.600

Pengetolaan Siste B daan Alat TKDN: Tidak
77 |Pei T e ] 5 Ui Provinsi Sulawesi ! ! o
nyediaan dan Tanam Jagurg 75 Unit APBN Barat Penagdaan Alat e-Purchasing 127.500.000;
Pengasvasan Alsintan [Dorong Ta“m?] Jaatng
P '.T,KDN:-mék'W" SN
lapBN oo (esPuchasing”
; " TKDN: Tidak
79 P-E"W‘_??“"g;"?’" P o Kulii . Provinst Sulawest . 5 ,.
. |Penyediaan & g y Kullivator 15 Unit APBN Barat Pengadaan e-Purchasing 83.000.000]
Pengewasan Alsintan ng

K_mtivaror .

Pengelotaan Sistem
81 {Penyediaan dan

Pengawasan Alsintan | 17anssianiter

Pengadaan Rice

APBN

Barat

“[TKDN: Tidak

Pengadaan Rice

e-Pusrchasing

817.300.000

Tigtisolaner..
|TKD

Jasa Koj

83 |Mekanisasi dan
Agribignis Pertanian

Pembars%unan

Jdsa Konsultan

| |Pengmwasan -

Pembangunan
Gudang Combing

Langsung

Penunjukan

6.000.000

“ITKDN: Tidak* -
. Juasa'konsuitan.
‘|Pérencana. -

. |Pembangunan . -
. |Gyl

Co

ing”

Pengembangan
35 |Mekanisasi dan
Agribisnis Penanian

Pembangunan
Gudary Combine

| Paket

APBD

UPTD Batai

Mehanisasi dan
Pengembangan
Agribisnis

TKDN: Tidak

Pembangunan
Gudang Combine

Pengadaan
Langsung

170.000.000

Agnmsmﬂ Pettay ; P lelm'

2éngadaan- Ayam B

1 Paket -

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UPTD Balai

TKDN: Tidak

“IPengadaan Ayam

L AN

Pengada_:;n
Langsung- -

7 69:300.000




87

Pengembangan
|Mekanisasi dan
Agribisnis Perianian

.|Pergadaan

Handtraktor UPTD
Balai Mekanisasi dan
Pengembangan
Agribisnls

2 Und

APBD

UPTD Balai
Hekanisasi dan
Pengembangan
Agribisnis

"TKDN: Tidak

43578 pdf
77

Handraktor UPTD
Balai Mekanisasi

dan
Pengembangan
gdbisnis -

a-Purchasing

51.000.606

89

Pengembangan
Inseminasi Buatan
B}

Pengadaan N2 Cair
dan Semen Beku

1 Pake:

APBD

TKDN: Tidak

Pengadaan
N2 Cair dan Langsung
Semen Baku

76.000.000

31

Pengembangan
Pembibitan dan
Budidaya Temak

320.000.600

53

Pengembargan
Pembititan dan
Budidaya Ternak

Paket

1 Paket

APBD

Pravinsi Sufawesi
Barat

) TKDN Tidak

Pengadaan Bibit
Sapi -

$75.000.060

TKDN: Tidak
Pengembangan Periaa ) KT. Ratte Tikala
55 |Pembibitan dan rgadaan Calon  ypyey  |aPBD  |Ket Kalumpang: | Pengadaan 168,000,660
BudtdnyaTemak Indukan Sapi Kgp_ Marnl.uu ﬁzﬁaggp?mn Langw_mg
engem’o Agan- N : =
96| Pembibitan dan, |Pengadaan Chopper|. |1:Unit 1APBD. . "
~_;’.BdeayaTemak___ e T - | ! -
TKDN: Tldak
Pengembangan P d Ho! P
97 |Pembibitan dan engacaan BAmMoR | pager  [APBD Kantor Dinas engadaan
Budidaya Ternak Penyertakan Birahi ggnmgr?akan . Langsung

99

Pengembangan
Pcrbenmar» Perbibitan
Hortikuitura

Pengadaan Bioit
Tanaman Kegiaten
Pengembangan
Perpenihan/Perbibitan

Hortikultura.

1 Paket

APBD

UPTD BBIH

TKDN: Tidak

Pengadaan
Pengadaan Bbit  {Langsung
Tanaman

92.500.000

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

s Pengemb
100 Tanamanm:xghunan .| Pem
dan Penyegar -
Pengembangan Pengadaan Alat Ular | - . R Y & pengs Al
101{Tanaman Tahunan Kadar Aif Bij Kakao |8 Unit APBNP Kelompok Tant Ukt Kadar Air Biji E-Purchasing 80.000.000
dan Penyegar dan BEi Kopi Kakao dan Bi K ép ' )
k §
Benih 15.500 RN Provinss Sulawe&
Tanaman Tahundn - APBN. g
.. |dan Penyegar - = Kelapa Sl.:p Tanam O Bax:mg S : ; :
{Ketapa :
TKDN: Tidak
103] Tanaman Tanan | Poramagaan Tanaman (250000 : : eni b
jaan Tanaman Batang APBNP Péngadaan Benin |Lelang Umum 4.950.0060.0001
dan Penyegar Kakao Paketi Tanaman Kakao
 ISRVURI e SV O UV USRI PR A
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Pengemixangan
T: A Tah

P H:

4,000 Set

APBN

Provinsi Sulawesi
Barai

Pengadasn
Feromon

600.000.000)

[TKDN: Tidak
[Pupuk K.

Pengembangan
w7

<

dan Penyegar

Tanaman Tahunan

200 Unit

APBN

Barat

A{TKDN: Tidak

Pepgadaan
Gv.mm_'g_ Pangkas

Pengatiaan Knapsa

20.000.000

Pengembangan
108 Tanaman Takunan  |Sprayer Peremajaan
dan Penyegar Tanaman Kakao sebanyak 380
Buah di Kabupaten
Potman, Majene,
Mamasa, Mamuju,
Mamuju Tengah

E-Purchasing

247.000.000,

Pengembangan
1 11| Tanaman Tahunan

Pengadaan Pupuk
Kegiatan Peremajaan

4.500 Kg

‘{dan Penyegar’:

Tanoman Kelapa

Pengadaan
Langsung

38.250.000;

TKDN: Tidak

s i~
Ofganik

| pengembangan i ) - - - ]
113[Tanaman Tahunan ~ [Séhgadaan Pupuk  (287.300  appyp  |Provinst Sulavest _ telang Umum | 902.500.000
dan Penyegar- rgant e Pupuk NPK

¥

B~
°
o

Komeoditi Tanaman
Pangan dan

Hostiwutura._

JasaKonsultan
Pengawasan. :
Penataan Halamay -~

antor UPTD BPTPH;

1 Paket. -

APED.”

Pengadaan
Langsung

34:500.000)

. THDN: Tidak
Pengembangan Pengadaan Sarana PR N
115|Tanaman Tahunan  |pembangunan kebun |1 Paket  [APBN g’aar;““s' Sulawest |pengadaan Sarana
dan Penyegar Induk Kopi MOANGUNEN
bun-induk Kopi
KD ok

“1Penunjukan
:fLangsung

5.160.000

Pengembangan
Teknologi
Pengendalian
QOrganisine

{ 19|Pengganggu

Komoditi Tanaman
Pangan dan

Tumbuhan dan DP!

Penatzan Halaman
Kantor UPTD BPTPH

Hortdwltuea

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

i Paket

APBD

- |upTD BPTPH

TKDN: Tidak -

Penataan Halaman

" |Kanter UPTD

BPTPH

Pengadaan
Langsuiig

172.000.000,




21

Pengembangan

Pengadaan Bahan
Pgrcontphan Demplot

tanaman Perkebunan

Kakao

Pravinsi Sulawesi

APBD: Barat

1 Paket

Pengendalian dan
Penanggulangasn
Penyakit Hewan

Péngadaan
Langsung

163.300.000]

188.650.000

N TKDN: Tidak

Pengofahan dan . S

125Pemasaran Hass  (F6P03daan Combine (7 e |apen  (BrOVinsiSUlawes) lpoqgagagn e-Purchasing | 29919.000.0
Tanaman Pangan : Combine Harvester|

- TKDN: Tidak
Pengolahan dan <t i -
127|Pemasaran Hast | Gergadaan Cor psunt  [apmn  [Drovinsi Sulaviesi , "le-Purchasing £48.000.000
Sheller Barat Pengadaan Com
Tanaman Pangar Shellas

R

Peningkatan Produksi
Pakan Temnak

Pengadaan Benih
tegum dan Polibag

Provinsi Sulawesi

APBN Barat

¥ Paket

36.500.000

134

Peninghatan Produksi
Sdyuran dan
Tanaman Obat

1iols

TKDN: Tidak

Pengadaan
Pengadaan Benih |Langsung
t equm dan Pol

{e-Purchasing

38.900.000]

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pengadaan Kultivator .
Péningkatan Produksi |pada Kegiatan Proviesi Sulawesi TKDN: Tidak ) ]
133{Sayuran dan Pengembangan 6 Unst APBN Barat Pengadagn e-Purchasing 126.600.600
Tanaman Obat * . Kawasan Aneka KE{:Q o
i ftiva
- - IPéningsatan AP B P
134[Sayyran’dan * APBN .- -f 0 14.000.000
+ |Tanaman Obat B . .
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ﬁemadaan Pompa Air TKDN: Tidak
Peningkatan Produksi |pada Kegiatan Provinsi Sulawesi -
135(Saywran dan Pengembangar 10Unit  |APBN B“’ st Sulawest e-Purchasing 55.000.000
Tanaman Obat Kawasan Aneka arat .I:Se'ngadaanpompa
Cahal

Jeealia

Peningkatan Produksi gpmfer pad: k.eg{at'an TKDN: Tidak
5 i Provinst Sulawesi .
137{Sayuran dan Pengembangan 4 Unit APBN Barat d § e-Purchasing 4.800.000
Tanaman Obat Kawasan Aneka Pengadaan Power
i

Sparayer

Pemiiihan

Kantor Dinas

Penyediaan Alat Tulis |Peny : .
199\kantor Kantor 1 Paket  [APED ATK danBahan  {Langsung 157.000.000
Komgﬁel -
T rRON: T

K E
TKON: Tidak
Penyedlaan Bahan  |Penyebaran-Inforinast Penyebaran Pengada
141{Bacaan dan Peraturan]pembangunan 1Panet |APBD Kantor Dinas Int i Honor Le"g an 150.960.000
Perundang-Undangan |pertanian Pelabat o
pengadaan, honor
SDTSNUNG |- - .
aary | n o ; PO 7 APengadaan | i
a2 PR - Vol o pa g [arpon, | 40000
. |Penyediaan Barang X TKDN: Tidak Pengadaa
$43|Cetakan dan Belania Penggandaan {1 Paket APBD Kantor Dinas Lan?sungn 40.954.360]

Penggandaan Fotdcopy dan Map

Penyediasn Benih dan
Bibil serta .
Peningkalan Produksi
Temak

TKDN: Tidak
Pengadaan

Fasilitasi Peralatan [Langsung 108.500.000
iatan

UPTD

O

14 Fasiitasi Perajatan 1 paket APBNP

k.

g‘et:;lyediaan Benih.dan p Baha ON: Tidak. Pennada

itht seria engadaan B N oL Pengadaarn P

V47 Beringkatan Produksi [Pendukung 18 - [Péngadaan Bahan.|Langsung 72.000.000
Terfnak Pendukung 1B -

| Tewmak : Jisgam o 2
149 gmyﬁ:‘a:n serihdan Eeng:fkq oy 200 Ek APBNP lL)"PTDP o THON: ok Lelang U 1.050.000.000]
Peringkatan Produksi | Lernak Kambing or inas Perlanian  \geina 150 Ekor elang Lmum SRR
Yernak APBNP o Kabupaten Majene da;\ Jantan 50 Ekor
i 1PT Ipengadaian 100,600,000
sebanyak 100,000 {F2MFNG. - RS
Stek di Kabupaten

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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g%::tyediaan Benih dan P 4 H P su TKON: Tidak 'p
i engadaan Hormon rovinsi Sulawesi enpadaan
191 Peningkaan Produksi |Penyenakan Birahi |1 FateT  |APBN Barat fgn‘g%gm Langsung 180.000.000
Temak Penyeriakan Birahi

denblikas
: {Reprogisksi
g%ét' ysmediz;an Benif dan| 5, 0 daan Kontainer ,’_‘gg;‘:"ggr’) dan  |TKDN: Tidak
133) peninghatan Praduksi L%pgan dan Depo ¥ Paket  (APBN Kontainer Depo N2 Lelang Umum 468.900,000
Ternak 4 ir Kantainer

Penyedaan Benih gan
1Bt sert, Pengadaan
Penlﬂgkamn Produksi

Langsor 195.200.000

ge&ygaan Bzmh dan . s 25,00 o su THKOMN: Tidak

{ engadaan Semen .000 rovinsi Sulawesi . .

. 157 ?enlngkamn Produksi |Beku - Dosis APBN Barat Pengadasn Semen e-Purchasing 175.000.000]
: ernak Bekuy ‘

. TKDN: Tidak
159 Boisens B e |y pak APBNP  |UPTD Pengadaan 199.000.000}
ibit Beni i 1 Paket Penguatan Sumber 99.000.
‘Eenmgka.an Produlsi |hmrp ; B S arih HPT & |Langsucg
emak UPTD

-|apenp . jupTD.

Penyediaan Benih dan,

' Bibil serta Sarana penuniang ' Pengadaan
V81| paningkatan Produksi |Reprocuksi Temak |} Paket  |APBNP  |UPTD ang {Langsung 50.000.000)

, Temak Reprodulsi Temak

: |Provinst Sulaweési

:[Barat
. Pongadaan BoR TKDN: Tidak
Penyadiaan Bibit Sambung Pucuk - . .
163{Unggul Tanaman Kegiatan Penyediaan |1 Paket  [APBD grov!‘nﬁ Sulawesi o " E:gg;agaan 175.000.000
| peikeb Bibit Unggul Tanaman ara engadaan Biot gsung
. Petkebunan Sambung Pucuk

Penyediaan Jasa

. ~c|Pemelinaraandan  '|Penyediaan Jasa™ -
"85 perizinan Kendaraan i 120.000.693

Service Kendaraan

60| B s e Caiak

- i Penyediaan Jasa "
Penyediaan Jasa ; Jasa Advetoriat,  |Pengadaan
1 167 Publikasi Media Cetak I[.)ayan%r:3 r‘;A:‘!mvle::;‘)r.al 1 Paket APBD ¥Kantor Dinas Honor Pejabat Langsurg 188.450.600]
| t0as Pengadaan dan
Honor PPHP ’

Penyedaaan Jasa”
Publikasi Program.-

I_nggl‘ APBD Kantor Dias

| ;| Pembangunan . - |P hkasi,Progxpm Langsung P

1 ; - - IPeranian . c s ;- {Pambangunan . :

|

' Fenyadiaan ) TKDN: Yidak

! 169 ’L‘,‘;{",‘!ﬁ?f?j;jrgsn’ggf' Fenyediaan Alat {Paket |APBD  |Kartor Dinas A ff,';’g"d%‘"‘“ 19.500.009)
| lBangwnankanipe {0 b L b sk e

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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"0 Penyediann Makanan Bt
g daanuman 1t

) Penye&aan Mak:m ¥
dan minum tamy.

TKDN: Tidak

Penyediaan.
Makan, Minum
Snack rapat dan
[konsums] updating

171|Penyediaan Makanan |Penyediaan makan

dan Minuman minum fapat 1 Paket

APBD Kantor Dinas 110.000.000|

Penyediaan bemh
2 gﬂggu! Janaihan -

Penyediaan benin Pe
- nyediaan . e -
173 gl;?%:l"Tm\amn Cadangan Benih Padi i Pmt APBD ) Kantor Dinas 118.000.000}

Penyediaan

Saranafprasarana 3 4 . .
t75/panendanpasca  |Pembangunandan 1 Paket (apBD  [KAD Mamulu el 20.000.000

Penyediaan

Jaga Konsultan . iy
sarana/prasarana pengawasan Desa Losso Kec.  |TKDN: Tidak P fukan
177 {panen dan pasca Pembangunan Lontat |1 Paket  |APBD Sampaga Kab, i L-g““ff" 2.000.000
Jernur KL Stnar Mamujy Pengawasan ngsung

Manakana

: SILO Jagung :

Penyedﬁaﬁ B

|sarana‘prasarana Pembangunan Lantaj . Desa Losso Kec. Pengada .
179|panen dan pasca Semur KL Sinar 1Paket |APBD Sampaga Kab. Pemi nan Lgnng an 50.000.060)
panen tanaman Manakarra Mamuju Lantai Jemur KU gsung .

Sinar Mannknna !

J TKDNC 'ﬁdak

Penyedioan Pengada KT. Ulu Galung
saranaprasarana F engadaan :
Kendaraan Roda Tiga - . Kelurahan Baru ; .
181{panen dan pasca g 1 Unit APSD . Kendaraan Roda  |E-Purchasing 40.000.000
paneq tanaman Pengakut Pasca Kec. Banggae Kab. Tiga Pengakut

an PTanen . Majene Pasca Panen

Penyusunan‘ 7 ]
182| Dokumen :
Pe(emanaa.n SKPD .

Kantor.Dinas

Rehabiiitast
183|SedangBerat Rumah gmﬁ%nm,.wr

13.500.000
Gedung Kantor Dma S P ena

o ang Beral un'a
P G_qdung Kamo_r_ v Renabjitd

. TKDN: Tigak
Rehabilitasi Rehabilitas Karntor i ; " Y
185)SedangBerat Rumah |- Cpananian 1 Paket APBD ¥antot Dinas Rehabiitasi Kantor 1elang Umum 430.000.000
Gedung Kantor ) Dinas
A4 “|Jasa. Konsufian . : PTD Batdi~ ~i.
-l Revitafisasi Balai- Pengaw; w0 fProteksidan . [ .
188{Benin Induk “Tanaman: Pembangtmarn - - 1'Raket _[APBD  --.|Perbenihan B ST SR 1 ~3:630.000
: Perkebunan Drainase Kebun lmmk ooy [ 50 | Tanaman;, Pengawasan = - i e
o . |Banjpanta N -lngrkebuniag Aot o < A
Jasa Konsultan UPTD Balai L.
Revitalsasi Balai Pengawasan Proteksi dan TKDN: Tidak Penuniukan
187 Benih Induk Tanaman |Pembangunan 1 Paket APBRD Perbeninan Lon sf: na 4.893.000
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Lampiran S. Daftar Pertanyaan Wawancara

Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk mmjawab rumusan masalah

bagaimana implementasi pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalog

terhadap keberadaan usaha kecil lokal di Provinsi Sulawesi Barat :

L.

2.

Apa yang anda ketahui tentang e-katalog/ e-procurement?

Bagaimana menurut anda penerapan e-katalog/ e-procurement?

Efisiensi, dari segi harga pasar; apakah cukup bersaing harga yang ditawarkan
secara e-katalog/ e-procurement?

Bagaimana tingkat persaingan usaha antara pengusaha sedang/ besar dengan
pengusaha kecil? |
Bagaimana dampak penerapana e-’kataiog/ e-procurement terhadap usaha
kecil lokal?

Efektivitas, Dengan penerapan sistem e-katalog, apakah tujuan harga
pemerintah dapat tercapai?

Apa kendala dalam pelaksanaan penyediaan barang secara e-katalog?

Apa masukan untuk perbaikan penerapan sistem e-katalog/ e-procurement!
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Lampiran 6. Sumber Informasi/ Data Primer

a. PPK Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat

);d

2.

W

. Masnawi Malik

Adnan

. Hidayat

b. Penyedia E-Katalog

1.

2.

CV. Mandiri Garlica Pratama (Jawa Tengah)
PT. Rutan (Makassar)

PT. Corin Mulia Gemilang (Jawa Timur)
PT. Pura Barutama (Jawa Tengah)

CV. Adi Setia Utama Jaya (Jawa Timur)

c. Penyedia Non E-Katalog

1.
2.
3.

4.

Toko Usaha Maju (Mamuju)
Toko Angkasa Mesin (Mamuju)
Bengkel Matakali (Polman)

CV. Bali Cemerlang Indoguna (Bali)

d. Pejabat Pengadaan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat

1.

Ansar Abduh

2. Hermanto :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43578 pdf
93

Lampiran 7. Transkrip Hasil Wawancara

Sumber : Toko Angkasa Mesin
Waktu Wawancara : 13 Januari 2018

1. E-katalog adalah suatu daftar yang di buat dalam bentuk eloktronik yang di
akses berbasis internet |

2. Sangat bagus kerena meningkatkan layanan publik.

3. Tidak, karena hafga barang e-katalog bers'aing dengan pedagang besar dengan
harga yang sebanding

4. Persaingannya cukup bagus kafena saling tidak menjatuhkan harga barang

5. Dampaknya e-katalog lebih lengkap speknya, harga serta kualitas barangnya

6. Tujuan hargé. pemerintah yang di terapkan cukup terjangkau bagi masyarakat

7. Kendalnya itu masih banyak kekeruangan sistem e-katalog elektronik belum
sepenuhnya dihubungkan dengan sistem informasi bagi pengguna e-katalog

8. Masukannya, tentunya bisa lebih baik, lebih banyak menyediakan informasi-

informasi yang lebih lengkap.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43578 pdf

Sumber :  Toko Usaha Maju

Waktu Wawancara : 13 Januari 2018

1. E-katalog itu merupakan suatu tender dari harga pemerintah yang berdasarkan.
dengan harga pabrik yang langsung di datangkan dari pusat yang kemudian di
tambah dengan ongkos transport. Jadi, memang aga berat untuk kita ikuti
harga tersebut, e-katalok itu pengadaan barang pemenrintah yang langsung
berhubungan dengan importir ke produsen langsung, sisa di tambahkan
dengan ongkos- transfport. Jadi memng harga aga susah jika kita bersaing
(dengan lokal), kita pasti akan menyerah.

2. Yah sebetulnya secara global banyak penghematan-penghemat yang
dhasilkan e-katalog mendukung pemerintah agar kurangnya para korupsi,
Pengurangan mark-up, cuman dampak kita sebagai pengusaha lokal malah
kesulitan karena barang disini tidak keluar jadi perederan uang yang ada di
sini malah menjadi sedikit karena semua» uang langsung kepusat atau
kepabrik, secara perputaran ekonomi sangat kurang, kecuali barang yang
tidak tercantum di e-katalog kami bisa adakan, tetapi sudah hampir semua
jénis barang sudah tercaﬁtum dalam e-katalog. Namun harga barang yaﬁg ada
.di lokal itu jauh berbeda dengan harga yg ada dipusat.

3. Tidak bisa, karena harga pasar dengan pusat sangat jauh, cﬁrﬁén dari pihak

| produsen mau bekerja sama dengan kami yah kami mampu menyiapkan
barang yang di inginkan dari pihak produsen, paling kami dapat fee cuman

sedikit.
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Keuntungan yang diperoleh oleh pusat sangat jauh lebih banyak di
bandingkan dengan kita yang ada di lokal kecuali ada sub e-katalog mungkin
saja kita bisa-bekerja sama |

Sebemlﬂya kalau mau lebih bersih e-katalog sebetulnya bisa lebih langSung
tidak usaha ada proses pencairan yang lebih rumit karena terkadang saat
proses penandatanganan untuk membayar banyak proses yang sangat rumit.
Iya, cuman ﬁasalah kepincangan jadi banyak uang berdar pada sepi cuman
uang yang beredar itu langsung ke pusat sedangkan di daerah uang malah

sedikit para toko-toko yang ada di aderah secara penjualan sudah pasti sepi,

‘ini bukan hanya disini saja bahkan disuluruh indonesia sudah sangat terasa

dampak dari e-katalog.

Tidak pérnah mengadakan e-katalog karena pengurusan sangat susah untuk
pembayaran, tetapi bagusnya di tiap-tiap daerah harus di adakan cabang/ sub
e-katalog biar proses mudah dan harga sesuai dengan yang ada didaerah
karena aga susah jika harga pusat kemudian dibawa ke daerah. Dan
mempermudah proses pemerikasaan barang jika ada yang bermasalah dari sisi
barangnya. Sebetulnya orang yang pesan sangat di permudah.

Kalan bisa e-katalog diadakan di tiap daerah agar mempermudah proses
pemesanan barang -yang diinginkan sehinggéh tak terjadi kepincangan hafga

tersbut.
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Sumber ' : Bengkel Matakali

Waktu Wawancara : 14 Januari 2018

—

E-katalog merupakan pengadaan barang yang dilakukan secara elektronik/ on

line |

2. Pelaksanaan e-katalog hanya memberdayakan perusahaan besar dan tidak
memperdulikan usaha kecil yang ada di daerah.

3. Sesungguhnya, harga barang yang ditawarkan dalam e-katalog memang
sangat bersaing karené harga barang/ produk yang ditawarkan dari masing-
masing perusahaan berbeda-beda tergantung dari spesifikasi barang. .

4. Persaingan usaha antara usaha besar/ sedang dengan usaha kecil dapat
dikatakan tidak ada, malah yang terjadi adalah persaingan antar usaha besar/
sedang yaitu mereka yang menawarkan barang secara e-katalog.

5. Dampak pelaksanaan e-katalog sangat terasa bagi usaha-usaha kecil,
khususnya yang ada di daerah-daerah. Produk atau barang yang diproduksi
sebelum penerapan e-katalog masih laku terjual dan pemesanan barang
kontinyu dari dinas Provinsi maupun dinas Kabupaten. Tetabi selama adanya
kebijakan e-katalog, sudah tidak adalagi pemesanan barang dan tenaga kerja
kami mau tidak mau harus mehcari- lahan pekerjaan lain. -

6. Secara umﬁm, kami sepakat dengan pelaksanaan pengadﬁan barang secara e-

katalog karena sangat efektif dari segi harga dan waktu. Harga yang diperoleh

sudah merupakan harga pemerintah dan waktu yang dibutuhkan untuk proses

pemesanan lebih singkat.
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7. Yang menjadi kendala bagi kami dan ini juga sebagai masukan dalam
menerapkan pengadaan barang secara e-katalog adalah belum berpihaknya
pemerintah kepada usaha-usaha kecil terutama yang ada di daerah-daerah
dalam memasarkan dan mengembangkan produk hasil usahanya. Yang sangat

kami rasakan juga segi permodalan.
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Sumber : Adnan (PPK)

Waktu Wawancara : 15 Januari 2018

Yang saya ketahui tentang e-katalog adalah sebuah sistem mekanisme
pengadaan barang yang dilakukan secara online yang secara langsung oleh
pihak dinas yang langsung dengan penyedia

Penerapan e-katalog selama ini sudah berjalan sudah sesuai dengan
semestinya artinya apa yang menjadi kendala kendala yang pengadaan sistem
non e-katalog baik pelelangan atau secara ini itu secara langsung bisa di
evisienskan waktu dengan proses pengadaan dan lenbih efisiensi.

Sangat efisiensi Dalam hal ini langsung kepada produsen dan segi harga itu
jauh lebih rendah dari harga pasar kalau dikatan bersaing denga harga pasar
yah otomatis akan jauh lebih berbeda. Cuman dalam hal penganggaran negara
jauh lebih ekonomis

Disini yang menjadi kendala karena otomatis dalam hal pengadaan itu akan
lenbih merujuk kepada mutu di mana barang yang impor itu lebih berkualitas
dari pada buatan dalam negri. Jadi pasti persaingan akan di monopoli oleh
perusahaan perusahaan besar |

Menurut saya itulah hilang dari sistem e-katalog ini yang sebelumnya
pehgusaha lokal itu mendapétkan remah remah pengadaan barang dari
pemerintah sekrang itu sudah dipangkas dengan adanya sistem e-katalog ini
mungkin masuk sistem neolib.

Tujuan pemerintah Dalam hal pengadaan yah mungkin indikatornya adalah

dari efisiensi waktu dan harga itu sudah tercapai.
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7. Tapi dalam hal mensejahtrahkan pengusaha lokak itu tidak tercapai dengan
adanya sistem e-katalog.

8. Sistem e-katalog ini ada dua sisi yaitu mematikan dan menghidupkan untuk
pehgadaan tidak semua di e-katalogkan namun dalam jum;ah barang yang
100 ke atas bolehlah belanja dalam bentuk e-katalog namu jika pengadaan
100 kebawah yah bégusnya kalau pengusaha lokak yang masukan barang

tersubut.
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Sumber : Masnawi (PPK)

Waktu Wawancara : 15 Januari 2018

L. E=kaﬁalog merupakan bagian dari e-prucerment dalam sistem pengadaan
barang secara elektronik dimana proses pengadaan hanya sebatas pengadaan
barang saja. E-katalog sederhananya adalah pemerintah dalam hal ini instansi
pemerintah yang membutuhkan barang untuk keperluan pelaksanaan tugas
dan fungsi itu melakukan pembelian langsung kepada penyedia barang yang
sudah mengikutsertakan produk-produk dalam katalok on line yang
disediakan oleh LPSE. Pembelian melalui aplikasi itu lebih sederhana dan
barang yang ditawarkan juga lebih kompetitif, baik barang maupun
spesifikasi. | | |

2. Penerapan- e-katalog dalam rangka e-prucerment sangat efektif dalam
menunjang proses pengadaan barang dilingkup pemerintah karena dapat
memangkas hal-hal terkait survey harga, dalam hal ini survey yang dilakukan
pengguna barang tersebut ke produsen-produsen pényedia barangnya. Survey -
harga tersebut dapat dilakukan secara on line dan harga yang tertuang
diketahui khalayak ramai sehingga harga yang tertera itu lebih bersaingan.
Penerapa.n’ e-procermeﬁt tersendiri dalam é—kafaloknya _sekiranya dabat

| diperluas lagi cakupan barang—barangnya karena ada Beberapa hal yang untuk
tugas dan fungsi lainnya belum tercover dalam e-katalog itu sendiri.
Harapannya dapat lebih dikembangkan untuk mengakomodir kebutuhan-

kebutuhan terhadap barang-barang yang dibutuhkan dan harga bersaing.
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Persaingan itu hal yang lumrah. Namun yang mungkin kita dapat simpulkan
dari adanya e-katalog terhadap keberlangsungan usaha kecil adalah instansi
terkait semestinya memfasilitasi usaha kecil ini untuk mendaftarkan barang-
barang produk mereka dalam e-katalog, pun demikian terhadap LKPP
seharusnya memfasilitasi pengusaha kecil untuk dapat mendaftarkan produk
mereka dalam. e-katalog agar kesan bahwa e-kataloé ini tidak berpihak
kepad_a pengusaha kecil dapat dihindari.

Terkait efektifitas dalam hal ini tujuan harga pemerintah dapat tercapai,
maksudnya adalah apakah harga itu yang terbaik untuk barang yang
diinginkan. Hal tersebut saya katakan tércapai karena harga yang ada itu
terbuka dan dapat disaksikan oleh keseluruhan pengguna (ian keseluruhan
penyedia sehingga persaingan harga tentu sangat kompetitif untuk barang-
barang yang dengan spesifikasi yang sama.

Terkait kendala dalam e-katalog adalah dalam hal kuantitas pemesanan.

Kuantitas pemesanan tentu sangat tidak efektiv ketika pengguna barang

“menginginkan barang yang hanya dimiliki oleh penyedia berada jauh dari

| wilayah kerja pengguna barang. - Misalnya, kami yang berada di Sulawesi

Barat menginginkan satu unit barang tertentu yang harga dibawah 50-10 Juta

~dan itu tertera dalam e-katalog. Tentu tidak efektiv ketika barang dikirim dari

 jauh karena menyangkut ongkos kirim barang untuk jumlah satu unit.

Sebagai masukan, bahwa e-katalog semestinya menyediakan 'ruang untuk
berkembangnya usaha kecil di daerah dalam hal ini LKPP semestinya
memfasilitasi usaha-usaha di daerah yang memiliki peuang mengembangkan

dan memasarkan produknya di wilayah lokal dimana mereka melakukan
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usahanya karena tidak menutup kemungkinan bahwa spesifikasi yang
dikembangkan pengusaha lokal tersebut dipertimbangkan dari kondisi
daerahnya. Ketika hal tersebut tidak diberikan ruang, kendala pemasaran
mereka hadapi yang lambat laun mereka akan tersingkirkan dari usaha yang
telah mereka bangun. Namun itu terjadi ketika kita berbicara bahwa sasaran
mercka adalah instansi pemén'ntah namun jika pengusaha lokal tersebut
menyasar pasar lokal masyarakat secara langsung, maka e-katalog akan
mereka kesampingkan. Kendala lain, prosedur e-katalog mesti
disederhanakan untuk usaha kecil dan &pat diberikan batasan-batasan untuk

wilayah mana produk mereka dapat dipasarkan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43578 pdf
103

Sumber : Ansar Abdu (Pejabat Pengadaan)

Waktu Wawancara - : 15 Januari 2018

L. E-;katalog adalah sistem pengadaan melalui informasi elektronik yang
memuat daftar, spesifikasi teknis, harga barang tertentu dari berbagai
pabrikan/ penyedia barang dimana tatacara pembelian melalui katalog
tersebut. _ |

2. Penerapan sistem e-katalog lebih efisien .dan efektif dari segi harga yang lebih
transparan, dari segi waktu lebih singkat. -

3. Harga di e-katalog Iebih bersaing dibawah harga pasar;

4. Tingkat persaingan antara pengusaha sedang dengan pengusaha kecil menurut
saya hampir tidak ada karena pada sistem e-katalog yang beréaing adalah
pabrikan.

5. Dampak penerapan e-katalog terhadap usaha kecil sangat tinggi karena
dengan e-katalog tidak ada lagi pihak ketiga sehingga lahan mereka hilang.

6. Tujuan harga pemerintah dapat tercapai karena harga lebih murah.

.7. Kendala dalam pelaksanaan e-katalog adalah harga _barang biasanya tidak
komplit denggn biaya transportasi dan atau pemasangan alat.

8. Sebagai masukan, dengan e-katalog pihék pabrikan harus memperhitungkan

' ‘biaya transportasi sampai ke titik bagi serta biaya pemaéahgan dan sosialisasi

pemakaian alat.
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Sumber : PT. Corin Mulia Gemilang

Waktu Wawancara : 16 Januari 2018

1. Penrapan e-katalog ini sangat bagus bagi transparansi pengadaan barang
maupan jasa pefnerintah karena menutup kemungkinana adanya mar up hafga
dimana ini menjadi peluang adanya permainan didalam pengadaan tersubt

2. Dari sisi efisiensi harga tenfu saja mérupakan penghematn bagi anggran
belanja memalui e-katalog 1m karena di atur harga pemerintah dengan harga
di bawa permarket akan tetapi bagi pengusaha masi fairr dengan margin atéu

- dengan keuntungan dengan wajar yang sudah di tentukan juga.

3. Dengan e-katalog ini membuka peulang bagi semua pengusaha baik
pengusaha kecil, menengah, maupun perusahaan besar karena mendapat
ruang yang sama untuk dapat menawarkan produknya bagi pengadaan barang
maupun jasa pemerintah akan tetapi tentunya akan kembali lagi dengan
kualitas prodak yang ditawarkan tersubut. |

4. Dengan di terpakannya e-katalog tersbut dalam pengadaan barang dan jasa
pemerintah sangat bagus perkembangan bagi pengusaha kecil karena proses
pengadaan baféiflg pemerintah sudah tidak lagi _didominasi oleh perusahaan
besar sehinggah usaha. kecil pun mendapétkan tempat yang sama untuk bisa
bersaing menjual prodak prodaknya utamahya pengadaan barang dan jasa

pemerintah.
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Sumber :  CV. Bali Cemerlang Indoguna

Waktu Wawancara : 16 Januari 2018

1. E-katalog adalah suatu daftar yang dibuat secara elektronik yang bisa diakses
secara online berbasis internet. Di sini yang memuat informasi seputar daftar
nama barang, jenis, spesifikasi teknis, harga satuan terkecﬂ, dan pabrik
penyedia. Sementara itu, e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa
yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet
dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang
meliputi pelelangan umum, pra-kualifikasi dan sourcing .secara elektronik
dengan menggunakan modul berbasis website.

2. Penerapan keduanya akan memudahkan memperoleh informasi yang lengkap
dan meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas
transaksi yang dilakukan, selain itu biaya operasional dapat dikurangi secara
signifikan karena tidak diperlukan lagi penyerahan dokumen fisik dan proses
administrasi yang memakan waktu dan biaya.

3. Harga yang ditawarkan sangat bersaing

4. Pa& umumnya pengusaha kecil kalah bersaing dibanding pengusaha |
sedang/besar | |

5. Penerﬁpan e-katalog untuk barang yang ditawarkan oleh produsen kecil sulit
diterapkan karena kurangnya modal untuk memproduksi b_aréng dalam jumlah
besar dengan harga bersaing. Pelaksanaan e-procurement terhadap usaha kecil
(peserta tender) lebih menguntungkan karena membeli barang yang diadakan

yang bersaing harganya.
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6. Penerapan e-katalog sangat‘efektif untuk mendapatkan harga pemerintah

7. Aplikasi dalam penyelenggaraan e-katalog belum sepenuhnya dapat
menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna katalog. Pembeli
tidak dapat mengetahui perkiraan harga produk setelah negosiasi dan
perubahan harga produk terakhir. Produk yang tercantum dalam katalog belum
sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna.

8. Melakukan evaluasi menyeluruh dan menyempﬁrnakan aplikasi
penyelenggaraan e-katalog yang térintegrasi dan informatif. Selain itu
menyempurnakan SOP terkait dengan proses penerimaan usulan bar_ang/ jasa
yang akan dimasukkan dalam e-katalog serta menyusun pedoman standar
materi/ informasi produk yang harus diinput di e-katalog. Untuk pelaksanaan
e-procurement yang disarankan adalah dikembangkan jaringan internet secara
luas pada semua kabupaten dan kota serta pelatihan bagi panitia dan peserta

tender secara berkesinambungan.
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Sumber :  CV. Mandiri Garlica Pratama
Waktu Wawancara : 16 Januari 2018
1. E-katalog adalah sistem pembelian langsung secara elektronik yang di

lakukan oleh pemerintah melalui ekatalog. Dimana harga tersebut sudah
melalui negosiasi antara Penyedia dengan LKPP sebagai lembaga independen
yang telah di tunuk oleh pemerintah dan terjadi kesepakatan.

Sangat membantu baik pemerintah maupun penyedia. Dimana tidak ada pihak

ketiga yang terlibat di dalamnya sehingga memutus keuntungan dua pintu

yang mengakibatkan harga jual ke pemerintah lebih mahal apapbila memalui

~ sistem lelang manual. Sehingga jika pengadaan melalui sistem ekatalog akan

lebih cepat dan efisien secara anggaran.

Sangat bersaing dikarenakan pihak LKPP akan bisa mengetahui nilai HPP
masing masing produk. Sehingga menekan upaya penyedia nakal yang akan
melakukan mark—ﬁp harga atau mencari keuntungan secara berlebihan.

Dalam kategori penyedia e-katalog, masing masing penyedia mempunyai
pangsa pasar dan peIanggan yang berbeda sesuai kebutuhan masing masing
dinas. Dimana dapat mebandingkan nilai lebih masing masing mesin/ alat

yang di jual penyedia melalui ekatalog.

Dalam hal ini épabila usaha kecil lokal terséb_ut belum mempunyai ijin dan

tidak tertib pajak maka tidak bisa mengikuti lelang atau masuk dalam sistem
ekatalog. Sehingga secara otomatis tidak bisa turut serta langsung ikut andil

dalam sistem e-katalog. Tetapi tidak menutup kemungkinan pengusaha lokal

- ikut meramaikan penyedia ekatalog selama sudah memiliki 1jin.
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6. Sangat tercapai. Hal tersebut dapat di lihat dari cepatnya pengadaan tersebut
dan efisiennya anggaran pemerintah.

7. Belum ada kendala

8. Koneksi yang tér_kadang tidak stabil bisa mengganggu sistem negosiasi antara

penyedia dengan instansi pemerintah
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Sumber : PT. Pura Barutama

(Wahyu Marketing)

Waktu Wawancara : 17 Januari 2018

L.

E-katalog adalah proses pengadaan barang/ jasa yang meliputi penyediaan,
pengelompokan, pembelian menggunakan sistem katalog elektronik.

Dengan penggunaan e-katalog secara umum sangat efektif dan efisien dari
segi wakfu dan proses keseluruhan, banyak mata rantai yang bisa diringkas
sehingga tidak membuat data berulang-ulang.

Harga e-katalog sangat bersaing apabila spesifikasi sama karena spesifikasi
produk yang di e-katalog tidak selalu sama dengan harag yang ada dipasaran
pada umumnya. Spesifikasi e-katalog lebih detail dan rinci nﬂeliputi biaya
mesin, pengiriman, pemasangan, pelatihan yang kesemuanya dirinci secara
jalas menjadi satu harga.

Lebih terjaga kompetitifnya karena selisih harga antara satu penyedia dengan
lainnya tidak terlalu besar dan telah diatur secara sistematis oleh LKPP.
Dampak penerapan e-katalog terhadap usaha keqil lokal cukup signifikan,
apabila setiap penyedia harus via e-katalog usaha kecil harus dibina agar
mampu memasukkan produknya ke dalam e-katalog.

Dengan penerapaﬁ sistem e-katallog.-,ljl»an memperoleh harga pemerintah
secara keSelﬁruhan bisa tercapai dan Bisa menekan harga sampai .30%.
Kendala selama ini adalah proses masuk barang ke e-katalog masih
membutuhkén waktu yang lama, apalagi dengan komoditas yang banyak dan
dalam 1 tahun hanya bisa menampilkan produk pertama 2 kali dan dibatasi

jumlahnya.
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8. Sebagai masukan, penekanan waktu proses dan standarisasi dokumen agar

tidak berubah-ubah dari pihak LKPP.
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Sumber : Hidayat (PPK)

Waktu Wawancara : 18 Januari 2018

Setau saya e-katalog yakni sistem informasi elektronik yang memuat daftar
spesifikasi barang harga barang yang disedikan oleh penyedia barang dan jasa
seperti itu. |

Sedangkaﬁ ekropormen yakni proses pengadaan barang dan jasé yang mana
pelaksanaanya dilakukan secara eloktronik berbasis web internet dengan
memanfaat kan fasilitas tehnologi komunikasi dan informasi yang meliputi
pelelangan umum pra kualifikasi dan sorsing secafa elektronik dengan
mengunakan modul web berbasis elektronik

Dalam pengadaan barang dan jasa penerapa e-purcash dalam hal ini e-katalog
tujuan utamanya yakni bagai mana meningkatkan efisiensi pengelolalaan
anggaran dalam hal pengadaan barang dan jasa peme_rintah kemudian
bagaimana menekan potensi korupsi contoh kecil misalnya bagai mana
menekan mar up dalam hal pengadaan barang_ dan jasa

Menurut saya secara e-katalog saﬁgat efesian karena bagaimana pengadaan
barang dan jasa secara e-pﬁrcasing dengan e-katalog itu tidak lagi
mencamtumkan keuntungan pihak ke tiga dalam hal ini pengadaan barang
dén jasa jadi harga yang tertera di e-katalog itulah harga yang tertuang dalam
kontrak pengadaan barang dan jasa nantinya apabila penyedia barang dan jasa
serta pengguna barang dan jasa serta pengguna barang sudah sepakat untuk

menandatangani kontrak seperti itu
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4. Dalam penerapan e-purmen dalam hal ini e-purcasing atau e-katalog

berbicara tingkat persaingan itu sebnarnya berbicara perinsip pengadaan
barang dan jasa setiép penyedia barang dan jasa dalam e-katalog mempunyéi
hak yang sama menanyakngkan prodaknya tergantung apa pengguna barang
nantinya seperti itu

Banyak yang berfikir sampai mengatakan bahwa penerapan e-katalog dalam
e-purmen itu memungkinkan untuk mematikan uséha kecil lokal. Akan tetapi
berbicara pengadaan barang dan jasa pemerintah hususnya prinsip prinsip
pengéldaan barang dan jasa pemerintah mau tidak mau sukda tidak suka ketika
prodak yang dibutuhkan pengguna barang sudah tayang dalam e-katalog
LKPP maka wajib hukumnya pengguna barang berkontrak dengan penyedia
barang yang menayangkan barangnya di e-katalog LKPP tersebut

Inikan memng tujuan utamanya kenapa e-katalog itu hadiur dan ditungkan
dalam perpres pengadaan barang dan jasa pemerintah yakni tidak lebih dari
meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah dalam hal
pengadaan barang dan jasa, sehingga outputnya pemerintah dapa tercapai jadi
apa bila semua pengadaan barang dan jasa pemerinta dapat dilaksana melalui

e-katalog maka tingkat efisiensi -anggaran serta tujuan pencapai harga

. pemerintah itu sangat besar bisa tercapai

Dalam pengadaan barang dan jasa secara e-katalog meékipun dari sisi waktu
dan pengolahan anggaran cukup efisien akan tetapi masi sering terjadi
kendala dalam hal pengadaan barang dan jasa yang paling sering yatiu
terlambatnya pelaksanaan pekerjaan yang di akibatkan oleh lambatnya

penandatanganan kontrak karena hampir semua penyedia dalam pengadaan
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barang dan jasa contoh kecil di sulawesi barat misalnya itu berkontrak dengan
penyedia yang ada di luar sulawesi seperti di jawa jadi untuk pelaksanaan
pekerjaan memakan waktu penandatanganan kontrak paﬁng cepat 1 minggu
setelah asistensi kontrak selesai karena penyedianya di jawa sementara
pengguna barang di sulawesu barat.

Kedepan dari éaya mengharapakan bagai mana LKPP bisa mengembangkan
sistem ini dan memungkinkan PPK langsung memesan barang dengan
penyedia kemudian berkontrak dengan penyedia tidék hanya pejabat
lpengadaan s'a;ja yang memungkinkan melakﬁkaﬁ pemésanan barang yang
saaat inikan yang dilakukan sepeti itu hanya pejabat pengadaan saja yg bisa
melakukan pemesanan kemudian diterima oleh penyedia dan disetujui oleh
PPK kemudian melakukan kontrak harapa saya kedepan bagai mana agar
kiranya sduah PPK bisa langsung memesan jadi tidak lagi pejabat pengadaan
saja yang bisa memesan barang jadi apa kebutuhan PPK bisa langsung
dipesan melalui e-katalog LXPP apa bila penyedia di ekatalog LKPP sudah
menyetujui sudah bisa langsudng berkontrak tidak _lagi melalui proses .seleksi
dari pajabat pengadaan karena pada perinsip tidak perlu lagi dilakukan seleksi
karena LXPP sudah menyeleksi bahwa penyedia yang ada di e-katalog LKPP

penyedia yang berhak melakukan pengadaan barang dan jasa secara e-

purchasing. Harapan saya kepada pak hermanto aga seara maraih status

megisternya.
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Sumber ' ¢ CV. Adi Setia Utama Jaya

Waktu Wawancara : 18 Januari 2018

System pengadaan berbasis e-commerce

Cukup membantu penyedia untuk menyediakan tempat untuk memajang
produk secara (iigital

Mekanisme negosi(asi. dari LKPP dan. pokja terkait cukup membuat ha;rga |
ditekan hingga di bawah hargé pasar dan dari sisi pengguna anggaran, tentu
ada penghematan dalam belanja anggaran. |

Cukup adil, dan semua penyedia mendapat kesempatan yang sama.

Untuk pengusaha kecil, mgkn belum bisa mengikuti e-katalog, karena syarat
administrasi yang ditetapkan LKPP seperti contohnya Surat Ijin Industri,
Sertiﬁkat Merk, dan lain2 memerlukan waktu dan biaya utk mengurusnya
sehingga mgkn pengusaha kecil akan rherasakan kesulitan dalam hal tsb.
Sebagaian besar sudah menikmati penghematan

Untuk penambahan produk, harus menunggu waktu yang lama dan posisi

penyedia pasif menunggu, harus ada undangan dari LKPP baru bisa

- mengajukan produk baru

Yang terutama adalah penambahan staff dalam jumlah besar, karena objek

* yang diurus sangat banyak dan tenaga sangat terbatas
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Sumber : PT. Rutan
Waktu Wawancara : 20 Januari 2018
1. Yang saya ketahui masalah e-katalog lembaga penyedia barang barang dan

jasa jadi itu secara elektronik melihat yang tayang di e-purchasing ketika
pihak dinas kabupatan baik di tingkat 1 kabupatan itu ketika dia ingin
mengadakan barémg itu melalui e-katalaog dan itu sudah arahan dari
kementrian.

Menurut saya dengan adanya pénérapan e-katalog ini yah cukup
memudahkan dari pihak dinas untuk memilih prodék yg diinginkan dan
sesuai dengan spek dengan kerangka acuan yang dibuat cukup melihat dari e-
katalog ada tertera semua barang baik dari barang pertaniah maupu diluar dari
barang pertanian.

Kalau Bersaing sebenarnya informasi yang dengar justru lebih murah yang
terpajang di e-katalog dari pada harga dealer yang saya miliki contoh harga
yang saya miliki jadi contoh saya punya dealer di sulawesi selatan saya
pasang misalnya traktor 4 roda itu traktor 4 roda itu hrganya lebih diBawa dan
pada_ harga dealer justru kalau kita masukan harga perta di LKPP pak jadi

LKPP itu melihat dia akan meninjau semua apakah ini betul dari PT. Rutan

ini harga traktornya masuk di pasaran, setelah dicek kepasar apakah lebih

murah, ini kalaupun lebih murah dia tidak akan menawar kalau sama
harganya dipasaran, LKPP akan melakukan negosiasi dengan penawaran itu

yang saya ketahui.
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4. Kalau persaingan di PT. Rutan ini pak membuat pelayanan jadi ketika barang

sudah dibeli dinas kita'lakukan pemerhatiah tiap tahun untuk melakukan
service dan pelayan kepada pihak dinas untuk mempersiapkan spareparts
suku cadang barang tersebut.

Dengan adanya e-katalog ini mémang sedikit merugikan bagi usaha kecil
kenapa karena di LKPP' itu kalau memsakukan berkas itu fentunya melihan
SNI kemudian tingkat kandungan dalam negeri kemudian ISO kemudian dia
liat juga itu tesbifor jadi tidak serta merta juga mémsaukan barang jadi iﬂilah
saya kiat kepada pengusaha pengusaha kecil ini kemudian tidak bisa masuk, -
jadi yang saya liat ini aga merugikan juga sebenarnya pengusaha kecil yang
telah direkomdaskan mentan misalnya dengan beberapa persyaratan tidak
mampu di penuhi oleh perusahaan kecil.

Yang saya liat selama ini harga pasaran di e-katalog jauh dengan harga yang

ada dipasaran kemudian di LKPP juga beda dengan di pasaran tentunya ini

" pemerintah dalam hal ini dinas pertanian kalau ingin belanja tentunya pilih

yang lebih murah, kemudian LKPP juga beda dengan dipasaran boleh jadi
terbatas dari segi pelayanan keterbatasan spareparts kemudian di LKPP kita

sudah siapkan dan segi suku cadang persiapan selama 2 tahun service kita

ada MOU di LKPP sduah bgitu memang.

K'endal.a kami penyaluran vbarang yang pertama. Jadi Ada kébupaten
kabupaten yang kita tidak bisa masuk jadi expedisi kita sudah deal dengan
harga sesuai tujuan tapi ternyata dari pihak dinas itu mau ngantar sampai
kekelompok tani ini yang menjadi kendala anggran yang sudah disiapkan itu

akan terjadi pembengkakan dari persiapan anggara awal misalnya lima juta
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itu akan sampai delapan juta. Yang kedua dikelompok tani misalnya kita
salurkan barang di kelompok tani A misalnya ternyata ada perubahan tanpa
sepengetahuan kami jadi barang akan kami pindahkan ke kelompok B dan
berjarak sangat jauh. Kemudian daripihak dinas terkadang tidal mau tau
dengan kondsisi seperti itu karena sudah terjadi kontrak kemudian berita
acara suarat terima barang yang tak mau betanda tangan sebelum ada
komunikasi dari pihak yang bersangkutan

Kalau saya harus diperjelas pedomannya untuk kelompok tani yang cpcl
harus memaﬂg. terima  perlu la;gi dipindakan kemudian yang kedua
administrasi dari pihak dinas harusnya mendampingi kami pak jadi barang
sudah sampai di provinsi jangan cuman di tanda tangan kalau bisa di pilox itu
‘barang lalu diantar untuk memudahkan administrasi dari pihak provinsi
harusnya ini dikawal ini barang, biar tidak jadi kesenjangan saat tiba di

Kabupaten.
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Lampiran 8. Foto-Foto Pelaksanaan Wawancara

Gambar Wawancara dengan Bengkel Matakali
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Gambar Wawancara dengan PPK Hidayat
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Gambar Wawancara dengan PT. Pura Barutama
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Gambar Wawancara dengan PPK Adnan
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Gambar Wawancara dengan PT. Rutan
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Gambar Kondisi Toko Usaha Maju
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Toko Angkasa Mesin
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Gambar Kon

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43578 pdf
127

Lampiran 9. Gambar-Gambar Contoh Barang/ Jasa yang Telah Diadakan secara
E-Katalog pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat

Gambar Combine Harvester Besar PT. Pura Barutama

Gambar Combine Harvester Besar Jagung PT. Corin Mulia Gemilang
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Gambar Combine Harvester Padi PT. Adi Setia Utama Jaya

Gambar Corn Sheller PT. Tanikaya
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Gambar Handtraktor CV. Karya Hidup Sentosa (Quick)

Gmbar Kultivator CV. Karya Hidup Sentosa (Quick)
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Air PT.
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Gambar Mes

Gambar Mesin APPO PT. Mandiri Garlica Pratama
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Gambar Motor Roda 3 Kaisar

Gambar Rice Transplanter CV. Adi Setia Utama Jaya
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Gambar N2 Cair BIB Lembang

Gambar Power Tresheer PT. Tanikaya
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PERMOHONAN KESEDIAAN MENJADI INFORMAN

Yth. Bapak/ Ibu Informan
Di,-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya adalah mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Bidang

Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka yang sedang menyusun Tesis

~ tentang Implementasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara E-Katalog
Terhadap Keberadaan Usaha Kecil Lokal pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi
Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/ Ibw/
Saudara untuk ikut berpartisipasi menjadi sumber informasi untuk dapat kami
wawancarai.

Kami menyadari waktu Bapak/ Ibu/ Saudara sangat berharga dan terbatas.
Partisipasi Bapak/ Ibu/ Saudara akan sangat berarti dalam menentukan
keberhasilan penelitian ini dan akan sangat berguna demi perkembangan ilmu
pengetahuan di Indonesia pada umumnya dan keberadaan usaha kecil lokal pada
Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.

Bapak/ Ibw/ Saudara bebas memberikan jawaban atas beberapa poin
penting dari pertanyaan yang kami ajukan dalam wawancara ini, Bapak/ Ibu bebas
memerikan argumentasi dan tanggapan seputar penelitian ini.

Terimakasih atas perhatian, waktu dan kesediaan Bapak/ Ibu.

Mamuju, . Desember 2017

Hormat Saya, Mengetahuu, A
Peneliti, Pembimbing I
Hermanto r. Abdul Mahsyar, M.Si.

NIM. 500655212 NIP. 19684330 199303 1 004
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